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KATA PENGANTAR

Assalamu’ alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.
Bersama-sama, kami ingin berbagi pencapaian, tantangan, dan komitmen kami
dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sejalan dengan visi,
misi, tujuan dan program yang telah diamanahkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Provinsi DKI
Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun
2020 Tentang Penilaian Kinerja dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu lembaga sektor publik yang berdasarkan
mandat Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Perangkat
Daerah, yang mengemban tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai bagian dari perjalanan kami, LKIP ini bukan hanya sekadar dokumen rutin, tetapi
merupakan hasil dari dedikasi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam era
dinamis ini, LKIPini juga menjadi wujud dari upaya kami untuk menyajikan informasi dengan ringan
namun substansial, sehingga dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan. Melalui laporan ini,
kami tidak hanya menawarkan laporan kinerja, tetapi juga sebuah kisah perjalanan yang
menceritakan perjuangan, prestasi,dan semangat inovasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Dengan semangat terbuka dan antusiasme, kami menerima pandangan dan masukan yang
diberikan sebagai bahan berharga untuk kami meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
Terima kasihatas perhatian dan dukungan Saudara, mari bersama-sama menciptakan masa depan
yang lebih baik dan penuh prestasi.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Provinsi DKI Jakarta
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dari tandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepa-
la BPSDM Provinsi DKl Jakarta, terpancar harapan akan pencapaian yang sesuai dengan target yangt tel-
ah diperjanjikan dalam setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Meskipun dihadapkan pada tantangan yang
berat, semangat dan dedikasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta menghasilkan capaian akuntabilitas kinerja
yang membanggakan. Dalam setiap langkah, BPSDM Provinsi DKl Jakarta mampu melampaui batas-ba-
tas capaian yang telah direncanakan, membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi yang sin-
ergis, setiap tantangan dapat diatasi, dan setiap impian dapat diwujudkan.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan ‘ Target

Reali

Sasaran

Pengembangan Indeks Sistem Merit Indeks 3] 38 123%
Kompetensi pada Aspek dan Sub (Berdasarka
Melalui Aspek Lingkup n nilai yang
Penyelenggaraan | BPSDM diperoleh
Pendidikan dan pada e-
Pelatihan Serta SAKIP
Peningkatan Bappeda
Knowledge Provinsi DKI
Management Jakarta)
Peningkatan Nilai Dimensi Nilai 387 Data 38,16
Kompetensi ASN | Pengembangan belu | (Penilaian IP
Dalam Rangka | Kompetensi pada m ASN Tahun
Menciptakan Indeks Profesionalitas rilis | 2022 vyang
Agen Perubahan | ASN dikeluarkan
dan  Penggerak oleh BKN RI)
Partisipasi
Masyarakat
Berkembangnya Persentase Persen 100 100 100%
Kapasitas, penyelesaian rencana (Berdasarka
Profesionalitas, aksi KSD Peningkatan n penilaian
dan Iklim Kerja Tata Kelola pimpinan)
Aparatur Pemerintahan yang

Profesional Sub KSD

Peningkatan

Profesionalitas SDM

Pemprov DKI Jakarta
Berkurangnya Persentase Persen 100 100 100%
Ketimpangan penyelesaian rencana (Berdasarka
SertaTerjaminnya | aksi KSD n penilaian
Pemenuhan Penanggulangan pimpinan)
Kebutuhan Dasar | Kemiskinan Sub KSD
dan Perlindungan | Penghormatan,
Sosial Pelindungan, Dan

Pemenuhan Hak
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Sasaran Strategis Satuan Capaian
Sasaran

Penyandang

Disabilitas
Terakselerasinya Persentase Persen 100 100 100%
Transformasi penyelesaian rencana (Berdasarka
Digital dan aksi KSD Peningkatan n penilaian
Pengembangan Tata Kelola pimpinan)
Ekosistem Kota Pemerintahan yang
Cerdas Profesional Sub KSD

Transformasi Digital
Tercapainya Persentase Persen 100 100 100%
Perbaikan penyelesaian rencana (Berdasarka
Manajemen dan aksi KSD Peningkatan n penilaian
Arsitektur Kinerja | Tata Kelola pimpinan)

Pemerintah

Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Perwujudan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP)

Indikator

Kondisi

Kinerja

Capaian Kinerja Program

Kinerja 2022

Kinerja 2023

Kinerja Awal Capaian Tingkat Capaian Tingkat
RPD Target Capaian Target Capaian

Indeks Sistem 31 30,97 3355 Melebihi 31 38 Melebihi
Merit pada aspek Target Target
dan Sub Aspek
Lingkup BPSDM
Nilai Dimensi 387 36 38,13 Melebihi 387 Data
pengembangan Target Belum
kompetensi Rilis
pada indeks (DBR)
profesionalitas
ASN

Selain dari hal trersebut diatas, masih terdapat keberagaman indikator yang diberikan kepada
BPSDM Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 dalambentuk Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebanyak 6
(enam) indikator, Sasaran Khusus sebanyak 18 (delapan belas) indicator, Sasaran Operasional sebanyak 3
(tiga) indikator.

Sasaran Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta di implementasikan dari Tujuan dan Sasaran BPSDM,
yang didukung oleh fondasi kokoh Rencana Strategis Tahun 2023-2026, yang diperkuat oleh 2 (dua) Pro-
gram Prioritas dan satu Program Penunjang, yang di uaraikan dibawah ini:
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Program Kepegawaian Daerah

Realisasi Efisiensi

1. 17.660.314.630 13.413.245.541 75,95% 4.2477.069.089 31,66

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi Efisiensi

2. 40.623.302.320 36.348935.244 89,48% 4.274.567.076 11,76

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi Efisiensi

3. 64.9735.174.135 62.066.326162 95,53% 2.906.847.973 4,68

Faktor keberhasilan dan penghambat menjadi pemandu yang mengatur arah perjalanan BPSDM
Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2023 dalam meraih pencapaian dan menghadapi tantangan, faktor
yang menjadi penentu keberhasilan antara lain: Komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan berb-
agai indikator kinerja, termasuk dari Kegiatan Strategis Daerah, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional.
Dengan pemahaman yang mendalam serta dukungan kuat dari program-program prioritas yang telah
dirumuskan. BPSDM Provinsi DKI Jakarta mampu mengalirkan energi positif ke setiap aspek pelaksa-
naan tugasnya. Ini tidak hanya memungkinkan pengukuran kinerja yang holistik, tetapi juga memberi-
kan arah yang jelas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Namun, di balik pencapaian tersebut, terdapat tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Salah
satu penghambat yang muncul adalah kompleksitas dalam mengelola berbagai indikator kinerja yang
tersebar dari berbagai sumber. Koordinasi yang efektif dan sinergi antar unit kerja menjadi kunci untuk
memastikan bahwa semua aspek kinerja terintegrasi dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih. Se-
lain itu, terdapat pula kendala terkait dengan terbatasnya sumber daya baik manusia maupun sarana dan
prasarana serta teknologi yang menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja. Dengan
tantangan-tantangan ini, BPSDM dapat merancang strategi yang tepat untuk mengatasi setiap ham-
batan dan menjadikannya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut.

Untuk melakukan Rencana Aksi di Tahun 2024, BPSDM Provinsi DKI Jakarta mempunyai 3 (tiga) in-
dikator sebagai berikut:

A. Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BPSDM, adapun Rencana Aksi yang akan
dilakukan pada tahun 2024 adalah:
1. Penyusunan Grand Design Kelembagaan serta Dukungan Kepegawaian dan Pengembangan Kom-
petensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global;
2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai melalui praktik
kerja dan pertukaran pegawai.

B. Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara, adapun Rencana Aksi yang akan dilaku-
kan pada tahun 2024 adalah: Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah;
C. Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta, adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan

pada tahun 2024 adalah:
1. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
2. Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi.
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A.Latar Belakang

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bukan sekadar kewajiban rutin, tetapi
adalah ekspresi nyata tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Sejalan dengan aturan main dari regulasi
tingkat pusat hingga daerah, termasuk dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kami tidak
hanya mengejar pencapaian sasaran strategis, tetapi juga menampilkan transparansi dan akuntabilitas
kinerja dengan gaya yang lebih informatif.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kin-
erja Instansi Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pe-
merintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Aturan tersebut memberikan landasan bagi OPD untuk berinovasi dalam menggelar pertanggungjawa-
ban. Kami tidak hanya menyusun LKIP sebagai rutinitas, tetapi sebagai laporan yang dapat memberikan
informasi mengenai prestasi dan komitmen dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya mengejar standar good governance, Laporan Perjanjian Kinerja bukan hanya sebuah
dokumen, melainkan sebuah karya nyata untuk perbaikan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun.
Setiap halaman menjadi lembaran cerita perjuangan OPD, yang diukir dengan transparansi yang tak
mendalam serta akuntabilitas yang tajam.

Kami, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, melihat LKIP ini bukan
hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai panggilan untuk menunjukkan keberanian dan dedikasi kami
dalam mencapai tujuan strategis. Dalam memahami peran kami, kami tidak hanya mengikuti aturan,
tetapi menciptakan standar baru dalam pertanggungjawaban yang dinamis dan bergaya. Mari bersa-
ma-sama menjelajahi cerita kesuksesan dan tantangan kami dalam mengukir prestasi di tengah dinami-
ka pemerintahan yang terus berubah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pe-
merintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), di Provinsi DKI Jakarta menjadi pilar utama da-
lam merespons kebutuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementeri-
an/Lembaga/Daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamis di berbagai sektor, kegiatan pengembangan kompetensi
di tingkat OPD menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas ASN di khususnya di
Provinsi DKI Jakarta dan di Kementerian/Lembaga/Daerah pada umumnya. BPSDM Provinsi DKI Jakarta,
sebagai garda terdepan dalam pengembangan kompetensi, memainkan peran strategis dalam menye-
laraskan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan yang terus berkembang. Sebagai wahana inovasi,
BPSDM berupaya secara terus-menerus menghadirkan program pengembangan yang responsif, men-
cakup tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional.

Kegiatan pengembangan kompetensi tidak lagi hanya sebagai rutinitas, tetapi menjadi sumber in-
spirasi dan pemacu perubahan. ASN di Provinsi DKI Jakarta dan di Kementerian/Lembaga/Daerah pada
umumnya diharapkan tidak hanya menjalankan tugasnya secara konvensional, melainkan juga terus
meningkatkan kualitas diri melalui berbagai program yang disediakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




Dalam hal kuantitas, upaya peningkatan kapasitas ASN diukur melalui partisipasi aktif dalam kegia-
tan pengembangan kompetensi. Semakin banyak ASN yang terlibat, semakin kuat fondasi keunggulan

kompetitif di tingkat individu maupun organisasi.
Sementara itu, aspek kualitas menjadi fokus utama. BPSDM Provinsi DKI Jakarta berkomitmen un-
tuk menyediakan program pelatinan dan pengembangan yang tidak hanya relevan dengan tuntutan
pekerjaan saat ini, tetapi juga antisipatif terhadap dinamika masa depan. Kemampuan baru, kepemi-
mpinan yang efektif, dan adaptabilitas menjadi parameter kualitas yang diperlukan dari setiap ASN.
Dengan demikian, harapan terbesar adalah terwujudnya ASN di Provinsi DKI Jakarta dan di Kemen-
terian/Lembaga/Daerah pada umumnya, yang tidak hanya unggul dalam kuantitas, tetapi juga mampu
beradaptasi dan berkembang, siap menghadapi tantangan di level lokal, nasional, bahkan internasional.
Keberhasilan BPSDM Provinsi DKl Jakarta dalam menjalankan perannya sebagai penopang pengemban-
gan kompetensi menjadi kunci penting dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Data ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebaga

berikut:

Tabel. 1

Data ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS

2 bpscm

#| e Provinsi DKI Jakarta

AT PNS/CPNS JUMLAH | PERSEN

1 | LAKI-LAKI 22.804 5.457 28.261 42,79
2 | PEREMPUAN 27.607 10174 37.781 57,21
TOTAL 50.411 15.631 66.042 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

b. Berdasarkan Agama

NO| AGAMA | PNS/CPNS| PPPK | JUMLAH | PERSEN
1 |ISLAM 45.098 14220 | 59318 89,82
2 | PROTESTAN 4.039 12 5151 7,80
3 | KATOLIK 1.095 266 1.361 2,06
4 | HINDU 12 19 131 0,20
5 | BUDHA 67 12 79 012
6 | KONGHUCU i 1 1 0,00
7 | LAINNYA i 1 1 0,00
TOTAL 50.411 15631 | 66.042 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

—



<% Provinsi DKI Jakarta

c. Berdasarkan Usia

NO | USIA | PNS/CPNS  PPPK | JUMLAH | PERSEN

1 Kurang dari 25 125 10 135 0,20

2 |25sd.30 3.785 2911 6.696 10,14

3 |31sd.36 5615 3.474 9.089 13,76

4 [37sd.42 8.416 4002 12.418 18,80

5 |43sd.48 8233 2940 N.173 16,92

6 |49sd.55 14157 1.864 16.021 24,26

7 | Lebih dari 55 10.080 430 10.510 15,91
TOTAL 50.411 15631 | 66.042 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

d. Berdasarkan Pendidikan

NO | PENDIDIKAN |PNS/CPNS| PPPK | JUMLAH | PERSEN

1 sD m - m 0,17
2 SMP 305 2 307 0,46
3 SMA 10.893 34 10.927 16,55
4 D1 107 - 107 0,16
5 D2 636 1 637 0,96
6 D3 4.818 m 4.829 7,31
7 D4 228 15 243 0,37
8 S1 29.567 15.533 45100 68,29
9 s2 3.674 2 3.676 557
10 S3 72 - 72 omn
TIDAK
m - 33 33 0,05
DIKETAHUI
TOTAL 50.41 15.631 66.042 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
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e. Berdasarkan Status Pegawai

NO STATUS PEGAWAI JUMLAH ‘ PERSEN
1 PNS 50.409 100,00
2 | CPNS 2 0,004
3 | PPPK - 0,00

TOTAL 50.41 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

f. Berdasarkan Eselon

NO  ESELON JUMLAH PERSEN
1 |1 2 0,05
2 | 80 195
2 | 861 20,96
4 |Iv 3164 77,04
TOTAL 4.107 100
NO| ESELON | JUMLAH | PERSEN
1 |1b 2 0,05
2 |lla 38 093
2 |1b 42 1,02
4 |la 580 14,12
5 |llb 281 6,84
6 |IVa 1723 4195
7 |[Ivb 1441 35,09
TOTAL 4.107 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
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g. Berdasarkan Golongan

NO | GOLONGAN | JUMLAH | PERSEN
R 200 0,40
2 | 7312 14,50
3 | 33772 66,99
4 |1V 9.127 18,11
TOTAL 50.411 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

f. Berdasarkan Wilayah Kerja

NO | WILAYAH KERJA | JUMLAH @ PERSEN

1 PROVINSI 8.365 16,59
2 | JAKARTA PUSAT 5925 1,75
5 | JAKARTA UTARA 5.584 11,08
4 | JAKARTA BARAT 7.426 14,73
5 | JAKARTA SELATAN 9.855 19,55
6 | JAKARTATIMUR 12.425 24,64
7 | PULAU SERIBU 833 1,65
TOTAL 50.411 100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI| Jakarta

B. Tujuan dan Manfaat

Maksud penyusunan LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini bertujuan untuk melak-
sanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari
SAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Menguraikan Target Kinerja yang Diperjanjikan
Dalam setiap baris laporan ini, kita akan menyusuri jejak target kinerja yang telah kami rancang den-
gan penuh perencanaan dan dedikasi. Dari penguasaan teknologi hingga peningkatan kapasitas ASN,
setiap target adalah komitmen kami untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan berkuali-
tas. Melalui pengungkapan yang jelas, kamiingin membagikan tujuan dan sasaran kamitentang masa
depan yang lebih baik untuk pelayanan publik.
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2. Gambaran Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Target
Laporan ini mengajak para stakeholders untuk menyelami realitas keberhasilan dan kegagalan yang
dihadapi oleh BPSDM Provinsi DKl Jakarta selama tahun anggaran 2023. Dengan membuat informasi
yang transparan, kami tidak hanya akan merayakan pencapaian gemilang, tetapi juga mengakui se-
tiap rintangan yang mungkin dihadapi. Setiap data dan indikator dipaparkan dengan jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan, memberikan gambaran lengkap tentang perjalanan organisasi.

3. Bahan Evaluasi untuk Perencanaan Program dan Kegiatan
Sebagai bahan evaluasi, laporan ini bukan hanya dokumen statis, melainkan katalisator perubahan.
Semua pemangku kepentingan diharapkan dapat memlbaca setiap halaman sebagai inspirasi dalam
menyusun perencanaan program dan kegiatan di masa mendatang. Setiap catatan evaluasi menjadi
titik awal untuk memetakan strategi yang lebih baik, merangkul pembelajaran sebagai pondasi utama
pembangunan.

Adapun manfaat dari penyusunan LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 membawa sejum-
lah manfaat yang signifikan, mencakup berbagai aspek yang mendukung transparansi, akuntabilitas,
dan peningkatan kinerja. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

1. Transparansi dan Akuntabilitas:
LKIP menjadi alat utama untuk menunjukkan transparansi dalam penyelenggaraan tugas dan tang-
gung jawab BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Dengan merinci pencapaian dan kinerja secara terperinci,
laporan ini memungkinkan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk melihat
dengan jelas bagaimana anggaran dan sumber daya digunakan, serta sejauh mana target kinerja ter-
capai. Akuntabilitas menjadi lebih terjamin karena LKIP memberikan dasar yang kuat untuk pertang-
gungjawaban.

2. Evaluasi dan Perbaikan Kinerja:
Laporan Kinerja tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga alat evaluasi yang efektif. Dengan
mengevaluasi pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat
mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Hal ini membuka peluang untuk perbaikan
berkelanjutan, memastikan bahwa setiap tahunnya menjadi tonggak lebih baik daripada sebelumnya.

3. Basis Informasi Strategis
LKIP menyediakan basis informasi yang strategis bagi BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam meren-
canakan kegiatan dan program ke depan. Data dan evaluasi yang terkandung dalam laporan dapat di-
gunakan untuk merumuskan kebijakan baru, menyesuaikan strategi pengembangan, dan mengiden-
tifikasi area fokus untuk peningkatan kinerja di masa depan.

4. Peningkatan Transparansi Publik:
Laporan Kinerja juga berperan dalam meningkatkan transparansi di mata masyarakat. Dengan mem-
berikan informasi terperinci tentang capaian kinerja dan penggunaan anggaran, BPSDM Provinsi DKI
Jakarta memberikan gambaran yang jelas kepada publik tentang kontribusi dan dampak positif yang
dihasilkan oleh lembaga tersebut.

5. Penguatan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan:
LKIP menjadi alat untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah pusat, pemangku kebijakan, dan masyarakat umum. Informasi yang jelas dan
terukur yang disajikan dalam laporan dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat komunikasi
antara BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai pihak yang terlibat.
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C. Kedudukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah, di dalam Sistematika tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi BPSDM sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusig;

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepa-
da Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sek-
retaris Daerah;

4. Kepala Badan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggu-
ngjawabkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelati-
han.

D.Tugas dan Fungsi

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penun-
jang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja dan anggaran Badan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia;
b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia;
c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;
d. pelaksanaan pengembangan kompetensi;
e. pengelolaan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil;
f. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Ma-
nusia;
g. pengelolaan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi pengembangan kom-
petensi;
h. pengesahan Surat Tanda Tamat Pelatihan yang diselenggarakan Badan dan/atau PD;
i. pemberian sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan, piagam penghargaan bagi peringkat I, Il dan 1|
dalam rangka pengembangan kompetensi;
j. pengelolaan sertifikasi kompetensi;
k. pembinaan, pengendalian, pengoordinasian dan rekomendasi pelaksanaan pengembangan kom-
petensi pada PD;
pengelolaan penjaminan mutu sertifikasi kompetensi;
pelaksanaan knowledge management;
. pengelolaan Jakarta Corporate University;
. pengendalian analisis kesenjangan kompetensi fungsional;
. pengelolaan sarana, prasarana dan teknologi pengembangan kompetensi;
. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban
penerimaan retribusi pelayanan pengembangan kompetensi;
pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/or-
ganisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang pendidikan
dan pelatihan;
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s. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendi-
dikan dan pelatihan;

t. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusig;

u. pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelak-
sanaan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

E. Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Subbagian Keuangan;
. Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional;
. Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi;
. Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi;
. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
1) Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik, terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
2) Pusat Data dan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari Subbagian Tata
Usaha;
f. Jabatan Fungsional; dan
g. Jabatan Pelaksana.
2. Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibentuk unit kerja nonstruktural yang menye-
lenggarakan tugas sesuai dengan pembidangannya, yang terdiri atas:
a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang antara lain:
1) Subkelompok Program dan Pelaporan;
2) Subkelompok Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader;
3) Subkelompok Pengembangan Kompetensi Manajerial;
4) Subkelompok Pengembangan Kompetensi Fungsional;
5) Subkelompok Analisis Kebutuhan;
6) Subkelompok Perancangan dan Pengembangan;
7) Subkelompok Evaluasi;
8) Subkelompok Penjaminan Mutu;
9) Subkelompok Tugas Belajar;
10) Subkelompok Sertifikasi Kompetensi;

O QO O T

b. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.
1) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Teknis;
2) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Strategis;
3) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural;
4) Satuan Pelaksana Hubungan Antarlembaga;
5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data;
6) Satuan Pelaksana Sistem Informasi;
7) Satuan Pelaksana Teknologi Pembelajaran;
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Bagan.1
Struktur Organisasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta

KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
| |
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
UMUM,DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN ANALISIS KEBUTUHAN, PENJAMINAN MUTU,
KOMPETENSI DASAR, PERANCANGAN, TUGAS BELAJAR DAN
MANAJERIAL PENGEMBANGAN SERTIFIKASI
DAN FUNGSIONAL KOMPETENSI

DAN EVALUASI

PENGEMBANGAN

PUSAT

PUSAT DATA DAN
INFORMASI

KOMPETENSI DAN
KEBIJAKAN PUBLIK

PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

| SUBBAGIAN I SUBBAGIAN
TATA USAHA

TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN PELAKSANA

Sumber:
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2023
tentang Perubahan Pergub 57 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

F. Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka menindaklanjuti sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023
- 2026, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan cermat merancang aspek strategis yang sejalan dengan
tujuan pembangunan daerah. Berikut adalah naratif yang disesuaikan dengan konteks Rencana Pemba-
ngunan Daerah:
1. Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi:
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan
strategi penguatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi untuk mendukung visi pemerintah
daerah. Penerapan teknologi canggih di dalam program pelatihan dan manajemen data menjadi lan-
dasan untuk menciptakan lingkungan administrasi yang efisien dan terkini.
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2. Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pemda:
Dalam mendukung kebutuhan spesifik Pemerintah Daerah, BPSDM Jakarta menyesuaikan pengem-
bangan program pelatihan untuk mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Analisis mendalam
tentang kompetensi yang diperlukan dalam merancang dan mengelola program pembangunan men-
jadidasar untuk kurikulum pelatihan. BPSDM berperan aktif dalam menyediakan keahlian yang sesuai
dengan kebutuhan lokal.

3. Penguatan Kemitraan Lokal dan Internasional:

BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadikan penguatan kemitraan sebagai strategi untuk mendukung
Rencana Pembangunan Daerah. Kolaborasi erat dengan lembaga pendidikan lokal, sektor swasta, dan
mitra internasional menjadi kunci untuk menghadirkan program pelatihan yang berdaya saing dan
mengakomodasi dinamika pembangunan daerah.

4. Peningkatan Evaluasi dan Pengukuran Dampak Pembangunan:

BPSDM memposisikan diri sebagai elemen kritis dalam pemantauan dan evaluasi dampak pemba-
ngunan daerah. Sistem evaluasi yang diperkuat digunakan untuk mengukur keberhasilan program
pelatihan dan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan. Hal ini membantu Pemerintah
Daerah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang dikembangkan memiliki dampak posi-
tif pada pelaksanaan rencana pembangunan.

5. Pengembangan Kepemimpinan dan Inovasi Organisasi untuk Pemda:

Dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah, BPSDM Jakarta fokus pada pengembangan
kepemimpinan yang terkait dengan kebijakan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Program
pelatihan khusus diperkenalkan untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan yang mendukung
transformasi daerah. Selain itu, budaya inovasi organisasi diimplementasikan untuk memastikan adop-
si ide-ide baru dalam rangka mendukung target pembangunan daerah.

Melalui strategi ini, BPSDM Provinsi DKl Jakarta berkomitmen untuk menyumbangkan sumber daya
manusia yang berkualitas dan mendukung penuh Rencana Pembangunan Daerah, menciptakan sinergi
yang kuat antara pengembangan kompetensi ASN dan agenda pembangunan yang berkelanjutan.

G.Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Ta-
hun 2014, LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB Il : PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB Il : AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun
2023.
B. Capaian Strategis Kinerja
Penjelasan detail terkait dengan capaian strategis kinerja dimasing-masing indikator kinerja.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir;
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3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional,

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alter-
natif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (SDM dan Anggaran);

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja;

8. Rencana Kedepan guna meningkatkan capaian.

C. Sumber Daya Manusia BPSDM, menjelaskan tentang kondisi SDM di BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta.

D. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Ki-
nerja.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa men-

datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya serta saran dan re-

komendasi dari Inspektorat untuk perbaikan kinerja untuk tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah;

2. Penghargaan dari tingkat Nasional / internasional;
3. Inovasi;

4. Lain-lain yang dianggap perlu.
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BAB IlI.

PERENCANAAN KINERJA

A.Tujuan dan Sasaran Pada Rencana
Pembangunan Daerah

ebagai perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang berada di wilayah administrasi di-

mana pusat pemerintahan pusat berada maka dinamika dan kebutuhan atas pengembangan
kompetensi SDM pemerintahannya sangat kompleks, di atas rata-rata pegawai pemerintahan daerah
lainnya. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan kondisi warga yang sangat well-informed
maka keunggulan layanan dan integritas birokrasi menjadi kata kunci yang tak dapat ditawar. Hal terse-
but selaras dengan visi gubernur sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan Sasaran RPD.

Untuk itulah, salah satu upaya terpenting dalam menyiapkan SDM aparatur yang tangguh, se-
bagaimana tercermin dalam Pokok-Pokok Tujuan: “Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemer-
intah”. Atas dasar tersebut dimaksud maka peran dan kedudukan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam
mendukung ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih maju dan unggul.

Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi yang telah dilakukan di masa-ma-
sa lalu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kual-
itas berbagai jenis layanannya melalui Kebijakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu
“Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan kualitas pemerintahan, sehingga mewujudkan organisasi pemerintah yang kokoh,
maju dan modern dalam melayani masyarakat dan mampu berdaya saing dengan kota besar dunia.”

Oleh karena itu, dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang dituang-
kan dalam dokumen Renstra, sudah selayaknya untuk selalu sejalan dengan visi dan misi pembangu-
nan nasional dan Kementerian/Lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPSDM
Provinsi DKI Jakarta agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangatlah
perlu memperhatikan Visi dan Misi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN dan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Lembaga Administrasi
Negara Rl (LAN RI).

Visi pembangunan nasional adalah “Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur”. Misi yang diemban un-
tuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu
menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan mas-
yarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik
luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hid-
up manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6)
mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional; dan, (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari visi dan misi RPJMN dan setelah dipertajam dengan visi Kementerian PANRB: “Mewujudkan
Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Refor-
masi Birokrasi”, yang diwujudkan melalui pelaksanaan misi, yaitu: (1) Mengembangkan Transparansi dan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; (2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;

Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien; dan (4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan
Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, BPSDM Provinsi DKI Jakarta juga harus mendukung gerakan
reformasi birokrasi tersebut. Hal ini sudah ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM
dalam melaksanakan pengembangan kompetensi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur, da-
lam rangka mewujudkan birokrasi yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta
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mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Guna lebih mengoperasionalkan Tujuan dan
Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta maka perumusan Tujuan dan Sasaran mengacu kepada salah satu
misi Kementerian PANRB, yaitu: Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Kompeten dan Kompetitif.

Hubungan yang cukup relevan bagi pembuatan Renstra ini juga mengacu pada Renstra Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan visi “Mewujudkan
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional”, yang diwujudkan melalui
pelaksanaan misi, yaitu: (1) Meningkatkan Standar Kompetensi Aparatur Pemerintahan dalam Negeri;
(2) Menyelenggarakan Sertiikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri; dan (3) Mengembangkan Kom-
petensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri. Guna lebih mengoperasionalkan Tujuan dan Sasaran
BPSDM Provinsi DKI Jakarta maka perumusan Tujuan dan Sasaran juga mengacu kepada ketiga misi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Selaku lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, program-program BPSDM Provinsi DKI
Jakarta selalu terkait dengan instansi pembina diklat, yaitu Lembaga Administrasi Negara Republik Indo-
nesia (LAN RI). Hubungan yang cukup relevan bagi pembuatan Renstra ini juga mengacu pada Renstra
Lembaga Administrasi Negara Rl (LAN RI) yang menetapkan visi: “Sebagai Institusi Pembelajar Berke-
las Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government
Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong”, yang diwujudkan melalui pelaksanaan misi, yaitu: (1) Mewujudkan SDM Aparatur ung-
gul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar
internasional; (2) Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan
berbasis evidence dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten; (3) Mewujudkan Inovasi Administrasi
Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya
inovasi; dan (4) Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang
berkualitas dan berbasis elektronik.

Guna lebih mengoperasionalkan Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta maka perumusan
Tujuan dan Sasaran juga mengacu kepada misi pertama LAN RI, yaitu Mewujudkan SDM Aparatur ung-
gul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar
internasional.

Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi DKl Jakarta dalam rangka pencapaian Tujuan Tahun
2023-2026, sebagai berikut:

a. Tujuan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tujuan pengembangan kompetensi
melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan knowledge management.

b. Sasaran
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah BPSDM
Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen
perubahan dan penggerak partsipasi masyarakat.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 2

<% Provinsi DKI Jakarta

Target Kinerja Tujuan/

Sasaran Tuj:::::;(sa::;ran Sasaran Pada Tahun ke -
2023 | 2024 | 2025 | 2026
pengembangan Peningkatan | Indeks Sistem 31 3] 3] 31
kompetensi kompetensi Merit pada
melalui ASN dalam aspek dan Sub
penyelenggaraan | rangka Aspek Lingkup
pendidikan dan menciptakan | BPSDM
pelatihan serta agen Nilai Dimensi 38,7 388 | 389 39
peningkatan perubahan pengembangan
knowledge dan kompetensi
management penggerak pada indeks
partsipasi profesionalitas
masyarakat ASN

o

Sumber: Renstra BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Setiap sasaran memiliki indikator kinerja dan targetnya masing-masing. Penjabaran lengkap men-
genai sasaran dan indikator kinerja akan tersaji pada Bab Ill Laporan ini.

B. Rencana Strategis

Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun
2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini mer-
upakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026
sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana
pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah
pelaksana Pembangunan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran men-
gacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan In-
struksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena
tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen
perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pe-
merintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:

1. 6 Misi RPIPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;

2. 7 Agenda Pembangunan RPIJMN 2020-2024;

3. 5 Misi RPIMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;

4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi
kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut
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vaitu; dimensi lingkungan bangun (built environment), dimensi perekonomian (economic), dimensi ma-
nusia (human), dan dimensi pemerintahan (governance).

Sebagai perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang berada di wilayah administrasi dima-
na pusat pemerintahan pusat berada maka dinamika dan kebutuhan atas pengembangan kompetensi
SDM pemerintahannya sangat kompleks, di atas rata-rata pegawai pemerintahan daerah lainnya. Den-
gan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan kondisi warga yang sangat well-informed maka keung-
gulan layanan dan integritas birokrasi menjadi kata kunci yang tak dapat ditawar, hal tersebut selaras
dengan Tujuan dan Sasaran RPD.

Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi yang telah dilakukan di masa-ma-
sa lalu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kuali-
tas berbagai jenis layanannya melalui Kebijakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu
“Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN Provinsi DKl Jakarta, dalam rangka meningkatkan kap-
asitas dan kualitas pemerintahan, sehingga mewujudkan organisasi pemerintah yang kokoh, maju dan
modern dalam melayani masyarakat dan mampu berdaya saing dengan kota besar dunia.”

Kebijakan tersebut akan diwujudkan melalui serangkaian Isu Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan pembelajaran melalui Jakarta Corporate University (JakCorpu);

2. Learning Management System melalui Mobile Learning;

3. Kerjasama sektor publik dan privat dalam bentuk pengembangan kompetensi melalui Jakarta Public
Policy Center (JPPC);

4. Pengembangan kompetensi SDM pendukung program prioritas Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakar-
ta;

5. Sertifikasi Pegawai dalam rangka mewujudkan pegawaiyang memiliki integritas, kompetensi dan pro-
fesionalisme yang tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi Masyarakat;

6. Pelestarian asset berupa pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman operasional dan manajerial
melalui pelaksanaan program manajemen pengetahuan (knowledge management).

Berpijak pada tujuan dan sasaran tersebut serta dilandasi nilai-nilai budaya kerja BPSDM Provinsi
DKI Jakarta, yaitu: profesional, integritas, komitmen, inovatif, dan kerjasama, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
terus bertranformasi untuk menjadi lembaga pengembangan kompetensi yang bertaraf internasional
dengan terus melakukan reformasi di segala aspek layanan dan peningkatan kapasitas kelembagaan
guna meningkatkan keunggulan kompetitifnya.

C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Pada tanggal 24 Mei 2023 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Gubernur
DKI Jakarta dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, yang
isinya antara lain:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ‘




19W W1SIS LIpUBW UBIR|IUDd (ISBXOT ISEPI|OSUOY SPO1aN)
‘NYHdNXMNON3d 3AOL3IN

‘(lemebBad ueieynuad uep

el1ay M1esd Injgjawd 1Isusiaduloy ueleybuluad ueeuesye|ad
Madsy gns uep ‘uebueluasay IseieBuawl ¥niun 1eMIg
ueeliebbusjaAuad Madsy qns ‘NS selisedey ueiexbuiuad
eybuel wejep ellauly uep Isuajaduwoy uebueluasay
Iselebuauwl ¥nun weiboiad uep 1691e1]1S UBBIPaSIa19Y Hadsy
gns) 11uey uebuequwiabuad Madsy uep (SNdD 1beq (1esieT)
lese( ueyne|ad ueeuesye|ad yadsy gns) ueepebuad yadse
eped eueyer Mg Aociduwad 1uaud walsis uedelauad ueleiuad
lepuels 1ebegas ueyeunBip BueA ueinyn yejepe INAsSdg

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dnyBul| yodsy gns uep 3adsy eped 1119u WS1SIS SyopuU| 1uawabeuey
{1SINI43a abpajmouy
"yejuauwad uelexbBuiuad
Isuelsu| ueBunyBur] Ip NSY Uswaleuey wejep oW wasdg EAEIS
Wa1SIS LIPUBN Uele|lUSd eled) ele] Bueilusl gl0zZ unyel dnxbBul ueynejad uep
6 Jowop elebapN [IdIS injeledy ISIUIO) ejeday uelnielad 7 Yodsy ueMipipuad u
NSV Uswialeue i ule|ep 13 WS1sSIS ueudopad ans uep eelebbusiaAuad
Buejuol g0z UNYE] 0% JOWON ISelyollg ISeuIolay yadsy eped IIEEIR
uep eiebaN Jnieiedy ueeunBbeAepusad USIUSIN UBINlRISd | DN WDSIS Isualaduioy]
SYapu| e TAMINH dvsva diXvs-2 sopu| | | | uebuequiabuad | |

ejeq ellauny
ueunye] el1auny ueinynbuad s ON ueleses

Jaquinsg 101eMIpuj

eisnueln eAeq Jaquuins uebuequisbuad uepegq : el1ay 1un
uepeg ejeday : ueieqer

LOOLLLLeGLZIZI8L6L - dIN

Atewe] yoj|nyeyuln peuBYDIO : eweN

¢z0z unye] yeisaeq 1exbueiad ejedsay elisury uelfueliad
‘¢ |199el

ey el [HQ ISWAoLd

wpsdq 7




BueA elsly 'NSY auisijeuolssjold uebuequiabuad
eAedn welep ISen|eAs UEp Uele|luad Jesep 1ebeqas
ueyeunbip 1edep eAujisey BueA NSY lemebad selleuoisajold

186Uy Jlaeyaueny eiesas imnbusw ¥niun uexeunbip 1eYeIRASEN
BueA uswinilsul N1eNS YE|EPE SE1I|EUOISBJ0Id SHapU| 1Isedisiued
ISINI43a yelsbbuad
‘NSY SElljeuoIsajoid NSV Se uep ueyegniad
syapu| ueinynbuad UeeUES)E|Sd UEP BIRD E1E] UBUIOPSd ll|euolsajold usby
Buelusl 6107 UNYE] 8 JOWON NME e|edsay ueinielad ¢ syepu| eped ueyeldipusiy
EIEDoN |IdIS Jnieledy SEll[euOISSiOld SHopUl ueinynbuad Isusraduwioy exbuey
Buelusl glOZ Unye] g JOWON Iselyollg Iseullolsy ueb wejeq NSV
uep eaebeN Inieiedy ueeunBeAepuad 1U91USKW UBINIBIDd | uequuebuad Isugladuwioy
1B]IN £'8% WNMNH 4vsva di¥MvsS-2 | Isuswiq Ie[IN L uelieybuluad [

HUipueR Isenjend |IseH
W1lva d3ganns
yning ueingss ‘1991
- g6 |IU ‘| LoBa1e) (%) BueIiNy UBINgSS 7/ '¢¢ - 799l IE|IU
‘Il voBaney (g) Mleg ueingss ‘9g8'0g - S4'¢Z 1B]IU ‘[l oBaley
() »1eg 1eBues ueINQgas ‘gg - £8°0F 1B[1IU ‘A LIOBD1E) (1) SN
wlalsis uedelauad 1e)bBul] 1obaley ‘lemebad ueleynuad
uep ef1ay yIpeld Injejswl 1sualaduloy ueleybuluad
ueeuesye|ad yadsy qns uep ‘uebuelussey Iseiebuswd
}Niun 1epjig ueelebbus|aAuad Yadsy gns ‘NSY sellsedey
ueleybuiuad eybues wiejep eliaur uep Isualaduloy
uebuelussay Iselebusw ¥niun weiboid uep 16a1e11S
UEEIPSSIS19Y Yadsy gqns TNIEA Yadsy gns Q| Lep yadsy
qns ¢ ueyedniaw Buek ‘(0g 10gog) Juey uebuequiabuad 7
$SNdD 16eq (1esi1en)
leseq ueyne|od ueeuesyejad yodsy qns nieA Madse gns
S ep yadsy gns | ueyedniasw Buek ‘(g 10qog) ueepebuad |
amjueq Ilebeqgss uejogoquiad uebusp
Modsy qns + 1edeplal eAUWUEEPIR UBP ¥adsy ¢ ndwebBuswi
WASdg Medsy gns /g |e101 uebusp 3adsy g 1edepusl

eyeq eliaupy
ueunyej] efiauny ueamynbuad ot ON ueieses

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Jaquins Joyeqipu]

BB er [NA ISUAOAd

wpsdq 7 [P




UBUD{SILUSH uep Jeseq
uebu ueyningay
e|nbbueuad ueynusuled
seyligesiqg Buepueluad asi eAuuluiela|
¥EH ueynuaulad ued ‘uebunpuljad ‘uelewlloybusd ISYEe euedUSl euss
dsy gns ueup{siwusy uebuenbbueuad ISy e eUBdUS dsy | ueless|aAuad uebBuedudiney
uasiad 0oL uelesg|oAuad 196181 uBHBUIpUEqIp UBIESE|RAUSd ISBSI|BEY ADUON-© oselussied eAubuelnyieg
EUBMEL XA
Aoddwad
ngas se
1l|euUoISaj0id
ueieybuiuad
asxqns
|euolsajoid
BueAu
ByeISUISd
e|o|9X B1eL
ueieybuluad inieledy
euexer IMQ Acidwiad adsH eliox wip| uep
WS SelljeuoIsalold ueleybuluad sy qns [euolsajoid ISye eueduUal ‘se1l|euoISaJOid
BueA ueyelullswad e|0|2y Ble] ueleybuluad Isye euedual asH | ueless|sAuad ‘selisedey e
uasiad 0oL ueless|oAuad 196181 UBHBUIpUEqIP UBlESS|2AUSd ISBSI|EaY ABUOIN-© asejussiad Aubuequiaxieg

ueunye]

BB er [NA ISUAOAd

Wwpsaq

Vk\ .

AdVS UEP DIAINIS

WiVa d3gnns

(NSV seljeuoissjoid sxepuj

ueinynbuad UBBUESYE|8d UEP BIED B1E] UBUWIOpPad Puelus]
6L0Z UNye] g IoWoN NMg ejeday ueinleiad lueulopaduwaul)
IpueW e1e28s ueyme|ip Buek Joieyipul/isuswip

uegemel Buisewd-BuIseud IE[IU/IONS UBMI|EAIP
loieyipul/isuawlip 10doq LIEP uelexiad |isey |E101 yejuung
NVANANDONId 3AOL13N

(960%) 1sug1ad oy Isuswliq

NSV selljeucisajold 183Bun inynbusw ¥niun ueyeunbip

eflaury ueinynbuad

eyeq

Jaquins

el1auny
Jojeyipu]

uelesesg

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




as>ans

eyeq

eliauny

|euoisajoid
BueA u
eyelusuIsd
E|o|9Y B1E ] yeluuswad
ueleybulusd ellsury
(dIMV) YewuLsuiad Isuelsu] as NSNSy
el1sury selljigelunyy uepninmiad dsy gns |BUOISS401d IS)E BuBdUS uep uswsleuey
Buek ueyeluliswad B|0|9Y Ble| Uiy bUuluad ISyE BUBDUSI dsy | ueless|afuad ueMleqgJad
ussiad 0oL uelesa|aAuad 18611 ueyBulpueqIp ueless|sAuad Isesijesy ADUOIN-D 9se1Ussiad eAuledeosia]
[eubia
ISBULIOjSUel |
as> gns
|euoIS®40id
PueA u
BYyeEIULISUISH
B|o|9Y e1e ] sepJad
ueleybuiuad B10) WD1SISO3]
aSsH uebuequuabuad
[eubiq 1Isewlojsuel] dsy ans |euolisajoid ISYE BUBDUS uep [eubiq
Buel uBYElULIBWSd E|O|9) B1E| UEIE}DUIUSd ISYE BUEDUSI asy | ueless|afuad ISEULIOJSUEL |
ussied 0oL ueless|oAusad 18bie] Uy BUipueqlp Ueless|sAuad Isesl|eay ABUON-D oselussiaed eAUISBIS|OSHEID L
Selljigesia
BuepueAusd
AeH
ueynusuiad
ueq
uebBunpulled
‘ue
leudloybuad |eIses
as» ans uebunpullied

ueunyejl eflauny ueanynbuad ON

ueieses
101ejipu]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

laquinsg

eLBNEC A ISUNOL] g

Uspsdq 7 [



BB er [NA ISUAOAd

wpsdq 7 |

ueunyej

ef1auy uein)ynbuad

eyeq

laquins

eliaumn
Joje)ipuj

‘ue|naLl Jed winudn weliBoud nele uejnB6un welbold 1eybuelad
ISeMIUNWIOY 1621e11S 1I81BUI UNSNAUSW Od %07 10qog (e uodsal
INVONNLIHON3d ELISS Wnuin
‘Buenu Jen| ISEAIDE NE]E |BISOS BIpSW welboud yeloeg
Nele BSSEW BIpaW Nele JdO [Bu4a1ul BIpaW INjejaw nele 1 Bueiad
Iseyiunuwo) Lajew efuueliseyijqndia)l osejussiad (p ue|nBBuUN ugnbbun uep
‘wel 9> welboid winwin weiboid
niyem uniny wejep sisliy jees eped Ise)qiunwioy ueyeq HMiignd -welboid
uep sisuy IsebBniiw elew eAuunsnsia) sselussied (o ISEXIUNUWIOH ¥niun ygnd
ISEXIUNUIO) 1bo1eals ISEXIUNWIOY
1621e11s 1ENSSS ueld |el103p@ BAUUNSNSIa) 95E1USSIB (g BUBDUBI IS sibalel1s
‘yeloed 1eybuelad wnwin weiboid neje uejnbiun elusule|dudl euedual eAUI
usaslad 0oL wielbold Ise)iunuioy 16ajel3s eAUUNSNSIa) ose1USSIad (B ellauly-o aselussied sejusws|dwiis]
(adlis) yeiseq yeiuaulad ISBWIOU| Wa1SIS eser uep bueleg
:ejeq Jaquuns ueepebuad
(1sp ‘e|nb ‘ya1 ‘idoy ‘uojeb yniun ueyijendaXIp) uebuede| weep
uep uenuwel 1edel LNnuUIW ueMew uele|boy ueiebbue Jeplo-3 U Buiseyoind
Isesijeal uebusp uexBulpueqIp 12pI0O-3 IP ISYEsUBI] yejwnr eleejuewad -J ueleejuewad
ussiad 0oL INVHNANDONId VINWYHO4 efisumy-a 9SElUSSISd eAulexBulusiy
((%Sz)0=dInL
(%0S)Ll=ML (%SLIZ=dAM (%00l g=d LM 1 ueesiuswad
IuIdo 1e[Iu 1S19AUOY) uedeyBunbuad uednynoasy uep
uebuepunied depeylal ueyniedsy ‘|eulsiul uejepusbuad jndepe
WI31sIS Uelepueay ‘Ueyelulsuled IsUBIUNYE JEpUE]S UBBUSPD uep sizyel1 buek
1ensas eueyer Ma Aolduwad yeloep uebuenay uelode| uebBuenay ueyejunswad U
wiejep ueyilesip BueA iIseudlojul uelelemay 1exBun leusbusuwu ueliode| eeiebBusaAuad
1Beypald dlm (€) |4 uebuenay esyliaulad uepeq |euoisajold ueeleAulad ellau-o uido eAupninmia]
(dMv)
yelulsuwled
ISUEISU|
elisury
SEHIgEIUMY
uepninamiad

ueleses

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




(LdN ynin|as 1|enda)) seuig nyns/uepeg nxns/niuequiad
Anpyadsu|/Buepig/uelbeg/olig Te[ObUSd IUN <
‘eAuueBunybul) 1p disie
ueeldiouad uelelfboy uebusp ueleylaq BbueA disie enulas
yejobusw gemelBunbbuel uep sebni ieAundwaw Buek
disie exdiouad eped el1ay uenies yejepe yejobuad 1un <«
"BJB1DS/||| UO|BSST YNIN|Ss LIEp sex1aq Is|
leyeq uep seylag leyeq uelode] edniag 1861e] Isesijeayd <«
‘|| uojes3 yelae 1eyBuelad snsnyy Ueleses wejep

ynsew yelse 1eybuelad siweulq disiy ueyejobusd <« yelseq
"(MN) uedisieay yun Hfy disiy 1eybuelsd
oY ueyeltssip uep (dn) yejebuad 1un enwiss eped sexiag leyeq welep eped disiy
IS] Jee(] uep sexlag Jeye ueienguldad eAue)iess|asia] JDy disiy uee|olabuad

uasiad 00l ISINId3a eliaury-o os5e1UssIad L eAuleyBulusiy LL
[ageiunye
uep ueiedsuell
cZ0oZ unye] Buek yeloep
yeltoeq uebBuenay uep
1eybuelad ueyejuuswad
(z8) (zg:1ejiu) 1e1opjedsu] yajo yessed 1exbuelsd diMvs diMvs E|o]X e1el

1e)ipald v Isejuswe|duwll ISEN|EAS |ISEY UEP YdjoladIp 1eXIpaid/IE[IN ellaury-o 1eyipaid L eAupninmial | oL

‘ue|nmu J1ad Buenu Jen| IseAllqe

nele |elsos BIpaLU NE1E BSSEW BIpaUU NE1E |eulalul eipawl

INjejawl (uejnmul Jad 191ewl gl "ulud ‘ueld |eliolpa Isesijeal)
ISexIUNUIOY a1eud ueyisexligndulisud Ad :%0¢ 10qog (p

_.Em_wv

nEM UNINY wejep (Bunynpuad eiep uep aseajas ssaud
yelp) sisuy 1ees eped ISE}IUNWIOY UByeq Uep ‘uejnmin ‘wielboud
Jad sisiy 1IseBiiug I21ew unsnAusud dd (%05 10qog (2 ISEXIUNUIOY
‘ue|nmL 1ad ISexiunuloy 1618115 SIS1y 1ees
Iensas ueld |elIoNpPa J@1ew unsnAusul dd :%0¢ 10gog (g eped yelsep

ejeq ef1auny
ueunyej ef1sury ueamynbusad ON ueieses

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Jaquins Joieqipu]

eLBNEC A ISUNOL] g

Uspsdq 7 [




ussied

00L

$20Z UNnye] eEuByer e10MNg| SNsnNyY yelaeq Isuinoid e1eq
Jeyeq Bbueius] £Z0z unye] 9g| JowonN Inuisgnn uesninday
CNMINH dvsva

yeisse eleq Jeyeq buejual

Jnulaqno uesninday ueMieseplad sl [empel uep elep Jeyeq
‘ueyniualp Buek jlempel uebuap Iensas

E1EPI|EAA BpEdS) BI1EP USSNpPOId Uo|0o UBy|nduunyip eleq
nulegnn

uesninday uebusp uexdelallp uep nlexedssip ye|el buek

siju |lempel uep eiep Jeyep 1ensss elep uendwnbuad |IseH
(ISINId3a

eflsun-o

uebusp
ueydela1p
BueA u
ejnduwinbuad
N1YEM

sejeq uep
elep Jeyep
IENS3S E1EP U
ejndwinbuad
ssalboid
aselussiad

yeisep
elep Jeyep
ueynuswed
INnjejsw

Mieq BueAk

IS El|O[oX BlEl B
Auueypnlinmia|

L

‘BLIEME[ M ISUlAOId uedisieay uep ueexeisndiad
Seul ¥ ueMsnguialp uep eAuesnin Uebuap IBNSSS
ualsisy Buisew-Buisew ey ueyiode|ip (MN) Ad ueiode] «

%00L lIEA 1P
(ado) yeleeq 1exbuelsad 1sesiueblio eped (dN) e|ojobuad
uun yejwnlibeq 1p || (3N) uedisieay 1un epeday
uelode] ueyyelaAusd Buek (dn) yejobuad 1un yejuune  «
NVdNANON3d
siweulq disly ueejojebuad
Bueilus1 910z UNYE] 6/, JIOWON JNUISgnND UeInieldd ¢
uedisieay uesemebBuad
Bueiusl 6l0Z UNYE] 9 JOUION [HNY E[eday ueinieled ¢
“Isenjolig Isewlolay Isenjeay
uewopad buelusl Ozoz unye] 9¢ JOWON gy-uedusuwiied L
NNANH dvsva
wnuwn oligeAey
ue|Demisad uemaq 1elie1aNSS ‘lNedng/eloNiepn'eleld
Buowed Isl|od uenies ‘'seulq' UeEpEg N odsU]
amueq iebeqss || 1eBul] (MN) uedisieay Hun <
‘uedisieay Uueelebbus|jsAuad
wiejep gemel Bunbbuel uep sebnl leAundwawl Buek
disie exdipuad eped efioy uenies yejepe uedisiedy Hun <«

eyeq

ef1aury

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ueunyey ef1aury ueamynbuad ON

ueileses
JojeMipu]

Jaquins

eLBNEL [NA ISUNOL] g ﬁ ~

uspsdq 7




(IH7) 1seslEIUBAU|
|IseH uelode] unsnAusw AdMN/dd %S 10qog e
%Sl uelodeled ¢
ISESLIEIUDAU|
ueeuesME|ad UBYIESS|2AUSW AdMN/Ad :%S. 10g0g
%S/ ueeuesyeled ¢
ISESIIEJUSAU| |[BMPEL UNSNAUSW QdMN/Ad %S 10gog *q
ISESLIEIUDAU] WL
sebn] 1einS/ Wil MS unsnAusw AdMN/dd %S loqog ‘e

e er INd ISUIAOL]

Wwpsaq

a

ueunyej

efiaury ueamynbuad

ejeq

laquns

eliaun
Jojeyipuj

%O0L uedeisied ‘L ad»n/ad
INVONNLIHON3d Buisew
"BPOD HO Ueds uep [age| ueyjeduwsuauwl -Buisew 1p
‘IsewlIojul uep ejep idexbusi@wl yepns ‘epe gwg ¥ cZ0Z unye|
MNpul 19se lep uelbeq ‘epe Qg ¢ Bueieg
Misl) edniag epe yepn g ¢ eunbbuad
ISy uou edniaqg epe Mepnl QiNg L esen|
TUE[EPE ISes1IBEIUSAUIIP 1BSS|8S BUueA g nele/uep
‘llepusBusd Wi Sle1RMSS NYERS Avdg ejeday Injejsw Pueleg
yelse siuelanas epeday Buisew-bBuisew yelseq 1eybuelsd eunbbusd
IsesiueblO wejep epelaq BueA adyn uep dd eped g eped [2geIUNYY
ISESIIBIUDAUY [ISEH uBMJode|auwl elaed 1exbuelad ejeday ueunBueg uep ‘ueledsuel|
‘ueunpbueg uep Bunpsn “1eyss
uep Bunpan edniaq AiWg leAunduwiaw Buel adyn/dd edniag gwg buek yeleeq
eped yessed Nl|In Bueleg iseslieiusaul |iIseH uelede) ISeSIIEIUdAU| uebuenay
ussiad ool ISINI43Qa ellsumy-a asejussiad eAueloyial | <L
(e1eq |euod) yeseeq eleq Jleyeq
Viva 43ganns
Sl |empel LIep eAuINYLI9g
ue|nq g |eBbuel yejepe ugindwinbuad nem seleq
%00L X [(Angasian
MU eped uginduwnbuad nyem seleq lensas |nduinyial qifem
BueA erep yejuung) / (eiepijem 8y |[nduwunyJial erep yejuing)] inuisgno
INVHNXNON3d VINWYO4 uesninday

ueleses

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




ulejeq Iseladoy Uep ‘|19 eYesn ‘0Nl BEYESN YNpPOold
uep LabaN weleq ynpold ueeunbbuad ueieybuiusd
ueledsadiad Buelual zzZzog UNye| g JoWwop saidu] g
11Isnpu| ueeAeplaguiad
Buelual glOZ UNYE] 67 JOUJON Yyelulisulad uelinielad |
INMINH dvsva
aMdg
- BUBME[ [MA (AdIS) Yeleeq yelulawad ISeUlIoju] Walsis g
uabsN wejeq uelalusway
Nagd (adIS) yelsed Yeluuswad ISBUIOU| WSISIS |
‘V1lva 43gnns

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Labau
‘(yeuel 1jenday) |epow eluejaq uep esel/Bueleq wejep
(rds) eluejaq Isesijeal uebuap ueybuipuedqip Iseladoy Isynpold
UEP [1283 oW eyesn Lep ¥ynpold ueyewelnip ‘usbau |iIsey
wiejep ynpold neje/uep NAOML 1eYIJIUSsIad (YeUE] [[EN2SY) lEp ISeladoy
|[epows efuejaq uep esefl/Gueleq efuejaq Isesijeal yejung UEP [108)
'NYINHNONId VINWHOL oaxiw eyesn
‘esef ynpold
uep Bueleq uebungeb uep esel‘BGueleq eped lIsbau weljep nele/uep
ueBunpuey ueyse|afuauwl BueA UBLIISNPULIDH UBLIS1USWISY ‘uabau
ys|o uexien|axip bueA 1exyiuss yejepe NaXL 18)IUS8S T welep
(aiejoop ynpold
J|2s) uabau wejep ynpold ueyeunbbusw yejal eipaiuad ‘NaM.L
ueeleAulad uebusp uexdynfuniip eissuopul Ip 1Isynpoidiaq 1eMiIesiaqg
uep Iselsaaulleq Buek ueeyesniad ys|o uexeliayip esef/Bueleq usbau
nele Isynpoidip BueA ueesefeyalad uep unbueq Buesuel efuejaqg wielep ynpoid
ynsewllal esel uep Bueleq yeepe l1ebaN wejeq ynhpold 'L Ises||eal ueeunbbuad
ussiad 08 JISINI43a el1aury-2 Iseluasiad L ueieMbuluad | +|

(INCLdS) Xepnin gemer bunbbue |

ueeleAulad 1eins lenguusil JdM D\D& %S 10qog 2
(IHvg) I1seslelUBAU|

[ISeH eledy ellled lenquuisulld JdM D\D& %5 10909 q

eje el1aul
ueunyej ef1aury ueinynbuad ¥ed : ™ ueleses

Jlaquins Joyeqipu]

euB er [NA ISUIAOAd

Wpsdq 7 |




BB er [NA ISUAOAd

wpsdq 7

ueunyej

efiaurny ueinynbuad

eyeq
laquins

ef1aury
Jo3eyipuj

ueleses

INVINXMNON3d 3dOLIN
probeueyelwupsdqg-uny/:sd1y njejew eueyer
IMQ IsUInCld Yeluuawad ddXS Yyninias ¥niun uenyelsbuad
uswialeuey uedeye] ueliess|@Auad eAuueyiess|osial u
JISINId3a enyelsbuad
uswaleuew
uenyelebusd usulsleue Bueiusl 4107 uedeyel uenyelsbusd
unye] #9[ JOWON BUEYE[ |MJ ISUIAOId JNUISgND ueinielad ueless|@Auad uswaleueln
uasiad 0oL NNAMNH dvsva ellaury-o 95E1USSI9d eAuleBUIUBN 9l
Nasdg 1epjipwiis
Viva d3gnns
%00L X [(7 uejnmuL Jequuisseq
ue|ng g |ebbuel ewseniad nBBUlN eped ueindwnbusad
n¥em seleq lensas |(nduunyial qifem Buek elep yejuunr)
/ (AEpIpWIS B1EPIIEM 3Y [NdWUNXI3] BueAk elep yejuing)]
'INVHNXMNONId VINWJO4
‘BEUB)EL
IMQ ISUINOId YBlIUBWRd JdMS Ynin|as lep 1susladuloy unyeyed
uebuequiabuad 11ny1Busw Buek eleyer M ISUIAOId uelele|ad
yeluuswad SNd leueq uelode edniaq 1961e] Isesijeay wer
profeueleringdsdg 1BPIPWIS IN|E[SuW Bueqer QZ euByer unyeuad
IMQ ISUIAOId YeIUuLBWad SN ynin|as yniun unyeuad dr M 1sulnoId uelelejad
0z Isusledwoy uebuequwisbusd ueynuawad eAueByiess|ssial yeluuswad WIBl Q7 BuByer
‘ISINId3a NSV QA Isulacid
‘unyel (nies) | wejep uelelejad wefl (ynind Isusleduloy yeluuswad
enp) 0z 1¥Ipas Buljed ueynye|ip (¢) 1eAe eped pns}ewip ueb NSY
euewiebeqes sSNd denes 16eq 1susiaduwoy uebuequisbuad uequabuad Isugladuloy
(+) 1eAW €07 |esed |1dIS LabaN lemebad usulaleuen IS uebuequisbusd
Buelual £10Z Unye] || JOWON Yelulduwad ueinlelad eluswa|duw| eAul
uasiad 0oL INNAMNH dvsva ellaury-a 95E1USSIOd seluswadwia] SL

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




uasiad

0oL

uep sibalells euedusy welep jedeplal bueA sibalells
ueleses depeylal ueynie|ip oyisiy usawsleuep sesold ¢

yelaed 1e¥buelad ejeday uesninday

niens wejep uexdelslip BueA (101BUIpIOOY /T UO|9ST [9AST)

yeiseq 1exbueiad ejeday/oxIsiy ¥ljiwad yemeq Ip el1ay
1uUN N1es Ye|es Ysjo uxeuesye|lp |eutalul ueynieday 1un ¢

oyIsiy Jeleuepy (o

uep :0yIsiy 101eUIplooy (g

oI Ijiwed (e

lep

HIpia1 Buek (Hdn) oxisiy yijlwad uun Bueiual yetseg

1eBuelad ejeda) uesninday N1eENS Wejep ¥niuagip
yelaeq 12xBueiad 18BuU] oyisly uswafeuey IN1YNIIS |
(1esuad-15) ueuebueusd
uep o3isiy ueejojebuad IsewIojU] WIS1SIS INje[ewl
oyIsiy uswaleue sssold ueeiebbug|sAuad uep [eulaiu|
ueynieday 1uUn ‘'oyisiy uswialeueln IN1xnJis ueyniuaquiad
INjeEwl ueypninmip oyisiy usuislfeueln uedelsusd
“IVNOISYY3dO ISINId3a

elexer

IMQ ISUINOId YEIULIBUWBY P O¥ISIY uswafeuey INI¥NIIS
Buelual |0z UNYe] £51 JOWON Jnulagno uesnindsy g

EESEL MA

ISUIAOId Yelullawlad eped oISy uswaleuely uedelausd
Buelual QZOZ Unye] gL lowop inuiagqno ueinielsd |
NMMNH dvsva

ellaury-o

O¥{ISId
usuwialeue
uedelauad Is
elUsuaduwl]
oseiussiad

(2Ellel
uswiafeueln
uedelsuad
Isequswa|dud]

LL

BB Er [NA ISUInOAd

Wwpsaq

7]

ueunye]

probEUEElWIpsSdq-U/f5d11y

W1Va 43gnns

% UB|NMII] 18qUUIBSAON

ue|ng g |ebbuel euwlellad NnBOUlW Uep ¢ UB|NMII] Jaquualdss
ue|ng g |[ebbuel ewsenad nBBul eped uejnduwnbuad
NI¥YEM Sel1Bq IBNSSS |[ndWixia1 gifem) uesiinl undnewl

03pIA ¥Nluagiaq ¥ieq uelode| + edniaq 19b1e] Isesi|eay

ef1auny] ueanynbuad

ejeq

Jagquins

el1auny
Jojeyipu]

ueleses

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




|[eulslu| ueyniedey Hun uedelsuad
ueylsl yeiseq jexbuelad eledsy uesninday uswnjod ¢
Tdadn) oxisiy Mijiad Nun ueyMusquiad
ueylal yeuseq jeybuelad ejeday uesnindsy uswnod L
I UBINMLIL
1ejopedsul ysjo 1sexisalp yee1 Buek oyisiy uswsleue|y
uedelauad Iseluswa|dul| usudnyop-usuwnsop eAullesia]
‘NVdNMMINON3d 3AO13N
‘o¥Isly ueuebueusd Jijnwio4 uswinyjod g
oISy e1ad uep |ijoid JijnuuioH uswnyoq ¥
usuwusleuen sya1uoy uedelausd JIjNWIOH uswnyod ¢
‘Jeulalu] ueyniedsy 1un uedelausd
ueylal yeuse 1eybuelad ejeday uesninday uswnjod ¢
Tddn) oxisiy ijiwed 1un uexniuagquiad
uexial yeiseq 1ebuelsd ejeday uesninday uswnyog L
NVUVSVS 1LNdLlno
%00L X [(+ uejnmLl] eped uenduunbuad
npjem seleq lensss |ndwinyial gifem BueA uswinXop ynin|as)
/ (1e1o1adsu] ys|o I1sexylianlal Buek usuuinyop yejuwing)]
INVANANONId VINWYO4
"oyIsiy ueuebueuad
JnuaIo4H uep ‘'oyisiy e1ad uep |1joid Jjnuiiod ‘oyMisiy
usuwisleue s»a1uoy uedelsusd JijNUICH uswin)od
¥niuaqg wiejep ueybuenlip uedeye] Bulsew-bBuisey
‘ueneluewsad (o
uep '0¥isiy ueuebueusad (p
Toxisiy 1senjea3
uep O¥ISIY SIsl[euy ‘0MISiy ISexijlluspl) ofisly uelejiuad (2
Sso1u0y uedelsuad (g
TSETNSUGH Uep ISexjlunwioy (e
:uedeyel (ewl)) g
Injeew uexme|ip Buek yeiseq 1exbueled eliay euedusy

eyeq el1suny
ueunyej ellaury uedamynbuad = ON ueieses

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

lagquins lojeMipu]

BB er [NA ISUIAOAd

wpsdq 7



uasiad

19611 uebuap ueielbay (INd1NO) UBIEN|DY J01BYIpUl
[SEesI[esl elelue ueybulpuequisw uebusp INYNIp -
:ueleIBaygns/ uelelbay uelen|ay uejeded ueimnbuad |

TInsiIeq Iebegss [aqeleA Innbusw uebusp ueynye|p
Iselusuue|dudl yadse sele Buniyip BueA uelebbuy eliaury

‘uelebbuy unye] (n1es) | wejep Inynip
Buek efuuelen|ay uelededuad uep ueleibaygng/uelelboy
ueeuesyelad eybuel we|ep ueiebbue
ueeunbBuad 1eusbuaw eliauny Isewliojul uey|iseybusw
yniun ueynye|ip bueAk ueiebbuy ellaulry Isen|ead yejepe
Iselusule|duwl] Yadsy sele uelebbuy ellauly Isenjead ¢
‘uelebbuy ueeuesyelad
uswinyog wejep buenlial BueA ueiebbue ueeunbbuad
sele el1suly ueleded yejepe uelebbuy eflsury |
‘Iselusuua|dudl ¥adse sele Bunlyip BueA uelebbuy eliaury
SIVNOISVYY3dO ISINId3a
Jyeldseq uebuenasyy
ellauly ISEN|eAD UBYNYE[DW WE|EP JNUlSgnD Njuequiswl
¥Niun uexyeunbip eAUeBlIElURID JEXYEIRASELL BpEdD)
uywnuwnip uep yelseq uebuenay ISeullojul uexelpafusud
gifem eLBME[ [MJ ISUINCId YelulsWwad, 56l |esed
yesseq uebuenay
uee|ojabuad Buelual gzoz unye] / JoWoN Yyelae ueinielsd
NMINH dvsva

elloury-o

IS
ejuswa|dul|
¥adse seje
uelebbuy
elisun 1e|iN
aselussald

Iselusuwis|dul|
Medsy

sele uelebbuy
eflaury 1ob.ie|
eAuledeois)

8l

euRYer [MQ 1SUInod

wpsdq 7

ueunyej

1e1012dsuU| ISBYILLIBA |ISEH

'v1va 43gnns

o¥isiy ueueBueuad JijnuuIo4 usudnyod

‘Al UB[NALL]

o¥ISIy e1ad Uep |lold Jjnuilod uswnyod 'z
uswaleUEB N SH21U0Y uedelauad Jijnuiiod usudnyod 'L
11 ueInMLIL

ef1auny ueinynbBuad

ejeq

Jaquins

el1auny
Jojexipu]

ueleses

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




%L'6 = dg
aNyleg
lebeqos Isejuswls|dul] yaodsy |2gelea Buisew-buiseuwl jogqog

addyv 1s»¥efoid :y1lva 43gnns
‘uejng
dellas euep ueylieuad eueosual uebuap ueleBbue |sesi|eal
BIEIUE ISEIASP Uy Bunijiyiadwsaul uebusp ueMnye|p -
‘Ueeuesuaisd
depeyiay uelebbuy uedelaAuad ISUSISISUOY “+
‘agdyv Isyafoid e1ep Jaquins uelebbue Isesijes) D
uep :agdv 1syaiold elep laquuns elep uelebbue nbed "q
‘diyjes-a ejep Jaquuns uelelbaxgns/uelelibsy
—(MdIng) ueien|ay ueleded elep €
e1eQ Joguuns
‘uelelboy
(1nd1nQ) ueien|ay ueledes nele welbold (1hding)
uelen|oy ueleded ueyjiseybusud ¥niun Isesijealal bueAk
ueleBbue yejuunluexedniaw eAuleuaqgss uelenabuad -
ueleibay (1ndinQ)
ueien|ay ueleded nele welbold (IndinQ) uelien|oy
ueleded usyiIseybusw yniun ueyeueduallp Buek
uelebbue yejwnl uexedniaw eAusnieyss uelenjabuad -
‘BAUlBUSQgSS
uelen|@buad uebusp eAusnieyss uelenpbuad
elelUE YIS]|as ueybBulpuequusw uebusp uexnye|p -
:ueleibaygns/uelelbsy uelen|ay Isualsyy ¢
profbeueyelpqdeisyaiold /Qgdy I1syahold :el1eq Jaquuns
‘uelebbue nbed uebusp uelebbue
Ises||eal eielue ueybulpuequisuw uebusp JNyNIp -
:uelebbuy uedelafusg
dIMVS -9 :eleq Jequing
‘uelelbay (INdINQ) Uelen|ay JoleyIpuUl

eyeq eliauny
ueunyej eflaury uesanynbuad = ON ueleses

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Jlaquins Jolexipuj

BB er [NA ISUIAOAd

émﬁﬁ M\ _




(1e1opadsu] yajo 1sexqldaA) %00L X (BEAUSNISISS

UEP S00Z UNYEL |4 MdE dH1 LEP Infuepiepuinip wnjaq Buek
ISEpUSUIOYaI BSIS YEB|UIN( / BAUISEUIPIOOY YEMEQIP AdMN UEP

Mdg)
|EUID1ISHD
ueesyuawad
[Isey uenwal
ISEpUSWIOXaI
1nfue| ¥epuin
uelesg|aAuad

(Mdg) jeuiisye
ueesyllawad

|lsey uenwal
ISepuUsWIO¥ Sl
infue| ¥epuly

yeiaeq i1eybuelad ya|o ueylesa|asip ye|al buek eAusnialss ssaib6oud uejesa|sAuad
uasliad 0oL UEP S00Z UNYE]L |4 Mdg dHT Isepusuioyal yejwnl uep %06) ellaury-o 9sejussliad eAulIRBUIuD Iy 1z
1eMeieAsew
uenpebuad 1eyeledsewl
ueless|@Auad uenpebuad
%00L I|EY Ip 1B¥eleAseln uenpy ueledeo uelesg|eAuad
ussiad 0oL 71 yejwnr 16eqip 1eMEIBASEN UBNPY 1 ISesl|eay yejwnr WHD S5e1USSIad eAuleybulusy 0z
nuisgnn
ueyely
nfuen
Mepuil nuisgno
9%00L I|IBMIp JnuIsgnD ueyelry 11 yejwne uelesa|@Auad ueyely
1Beqip (eAuule] ueyele }Nluag Uep "{IUoIP{S|S BIpSW IN|e|2W ueledeo nfueq yepul] e
ussiad 0oL ueyele ‘esio-s ‘widel) iInuiagnn ueyely 1 Isesijesy yejwnr eliaury-a Ssejussliad Auueyiess|ssia] 6l

BB Er [NA ISUnoAd

Wwpsaq

E3.

ueunye]

Yepusd =09 >
SuBy|Iseylp
BueA Isejuswis|dul] yadsy sele ellauly Ie|IN uelogoquuad
Isuaisya 10gog : 39
uelsenj@y ueiedes 10qog 709
ueeuedualad depeyial
ueiebbue uedelafAuad I1SUSISISUOY 10409 : Mg
uelebbue uedelafuad 10qog Tdg

%9'8¢ = 39
%S'c =og
%Z'8L=M9g

ef1auny uein)nbuad

eieq

laquins

eliauny
Jojeyipuj

ueleses

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




e——— | TTT——

2 bpsam

<% Provinsi DKI Jakarta

D. Program dan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Be-
lanja Daerah Pprovinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2023
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian anggaran pada BPSDM
Provinsi DKI Jakarta, terdapat dibawah ini:

Tabel 4.
Anggaran Belanja Tahun 2023

No ‘ Program ‘ APBD \ APBD Perubahan
1. Program Kepegawaian Daerah 18.687.949.398 17.660.314.630
2. Program Pengembangan Sumber Daya 64.180.768.549 40.623.302.320

Manusia
3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan 68.784.170.202 64.973.174.135

Daerah Provinsi

Jumlah 151.652.888.149 123.256.791.085

Sumber: Renstra BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ‘




/ Jakarta
2 bpscm o) me o JakCorpU

<% Provinsi DKI Jakarta

BAB Il
AKUNTABILITAS
KINERJA

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA




#| e Provinsi DKI Jakarta

BAB lllI.

AKUNTABILITAS KINERJA

A.Capaian Kinerja

kuntabilitas kinerja bukan sekadar sebatas catatan, melainkan cerminan sejauh mana setiap

langkah yang diambil olenh BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengarah pada pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah digariskan dalam perencanaan strategis. Pengukuran kinerja menjadi pilar utama
dalam memetakan kesuksesan atau kegagalan setiap kegiatan, mengacu pada program dan kebijakan
yang dirancang untuk meraih tujuan dan sasaran organisasi.

Bagi BPSDM Provinsi DKI Jakarta, pengukuran kinerja bukanlah sekadar rutinitas, melainkan suatu
perjalanan sistematis dan berkesinambungan. Inilah panggung evaluasi yang membuka tirai atas ke-
berhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2023. Indikator kinerja bukan hanya
sekadar angka, melainkan representasi konkret dari pencapaian secara menyeluruh oleh BPSDM Provinsi
DKI Jakarta.

Pencapaian kinerja menjadi tolok ukur, sekaligus refleksi kontribusi dari setiap bagian BPSDM
Provinsi DKI Jakarta. Melalui langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun lalu, setiap
jajaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah turut berperan aktif dalam membentuk keseimbangan kinerja
yang menjadi sorotan.

Walau perjalanan tahun 2023 diwarnai oleh berbagai keberhasilan, kita tidak dapat menutup mata
terhadap kenyataan bahwa beberapa target masih berada di luar jangkauan. Namun, di balik setiap keg-
agalan, terdapat semangat untuk lebih baik, untuk mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkah ke
depannya.

Pada akhirnya, rincian tingkat capaian kinerja dari masing-masing indikator bukan hanya lemba-
ran angka, melainkan cerita yang hidup. Cerita tentang perjuangan, keberhasilan, dan kesungguhan dari
seluruh tim BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam merintis perjalanan yang tidak hanya mengukur kema-
juan, tetapi juga memberi arah untuk masa depan yang lebih gemilang.
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Tabel 5.

Pelatihan yang Dilakukan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Rumpun

Nama Pelatihan

Jumiah

Pelatihan Peserta
1 Diklat Fungsional Pengelola Arsip Dinamis 60
2 Diklat Fasilitator Kearsipan 62
3 Diklat Perencana 4
4 | Diklat Penilai Barang Milik Daerah (Appraisal) Dasar 46
Tcu 5 Diklat Penilai Barang Milik Daerah (Appraisal) -
.g Lanjutan
g 6 | Diklat Instruktur 15
"é 7 Diklat Fungsional Per UU 17
§ 8 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Madya 1
2 9 Bimtek Jafung Penata Ruang 26
10 | Diklat Adpenda 25
1 Diklat Pemeriksa Pajak 25
12 | Diklat Penliai Masal 30
13 | Diklat Penjenjangan Pol PP 30
14 Diklat Dasar Pol PP bagi Staf 601
= 15 Diklat Kepala Sekolah 606
.S 16 Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 39
é 17 Diklat Bendahara Pengeluaran 158
e 18 Diklat Bendahara Penerimaan 92
;é 19 Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 323
s 20 | Diklat Pengelolaan Barang Daerah 153
21 Pengembangan Kompetensi Widyaiswara 42
22 | Pelatihan Dasar CPNS Golongan |, Il dan Il 423
&8 23 | Pelatihan Dasar PPPK 9549
-‘E ':Ié‘ 24 | Diklat Kepemimpinan TK. I -
3 s 25 | Diklat Kepemimpinan TK. IlI 9%
26 | Diklat Kepemimpinan TK. IV 313
27 | Diklat OSS RBA Online Single Submission Risk 157
_‘E £ Based Approach
E, :E, 28 | Diklat Manajemen BLUD Corpu BLUD Pendidikan 30
,,E z 29 | Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana 123
bR 30 | Diklat Komunikasi Publik 150
QE, = 31 | Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum Bagi Panitia 3]
« Pengadaan Barang dan Jasa
- £ 32 | Manajemen Pengelolaan Gedung Rusun Corpu 121
% f; _cg 33 | Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang 130
a «c Disabilitas
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::Ig\t;l;r:‘ No Nama Pelatihan | e
34 | Diklat Penyusunan Peraturan Gubernur 60
35 | Diklat Manajemen Kinerja 127
36 | Diklat Coaching & Mentoring 69
37 | Diklat Pengelolaan Gedung Pemerintah 86
38 | Diklat Manajemen BLUD Kesehatan 182
39 | Diklat Komputer 38
40 | Diklat Manajemen Reses 3l
41 | Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan a0
Berbasis Akrual
42 | Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan 34
43 | Diklat Pengendalian Sistem Intern Pemerintah 120
(SPIP)
44 | Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan 126
Daerah (MPPD)
45 | Diklat Manajemen Strategik 60
‘_E 46 | Diklat Manajemen Proyek Corpu 30
"—3 47 | Bimtek Pengelolaan Aset 68
cfu 49 | Diklat Bahasa Inggris For Correspondence 30
3 50 | Diklat Bahasa Inggris For Tourism 30
“ 51 | Diklat Bahasa Inggris For Legal Drafting 30
52 | Diklat Bahasa Jepang Dasar 30
53 | Diklat Bahasa Mandarin 73
53 | Diklat Bahasa Prancis Dasar 30
54 | Diklat Pembangunan Berkelanjutan 95
55 | Diklat Stress Management 167
56 | Kerjasama Internasional 32
57 | Diklat Bekerja Penuh Makna 186
o 58 | Public Training T4
E 59 | Workshop Build Communication Skills For 45
g Professional Success
% 60 | Workshop Tata Laksana Stunting Di Lingkungan 48
E Pemerintah Provinsi Dki Jakarta
°g_ 6l | Workshop Implementasi Budaya Kerja Asn 50
é Berakhlak
'g 62 | Manajemen Terminal Penumpang 20
S 63 | Workshop Event Management 40
< - 64 | Pelatihan Hospitality And Customer Experience 40
'g °§ § 65 | Pelatihan Penerapan Psikologi Perkembangan 45
2 °a Anak Sekolah Dasar
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:;:::5:::1 No Nama Pelatihan ;z::ftg
66 | Diklat Penyusunan Standar Harga Satuan Dan 13
Analisis Standar Belanja
67 | Pelatihan Teknis Kesamaptaan Bagi Alumni 80
Pelatihandasar Cpns Ta 2022-2023
68 | Pelatihan Dan Sertifikasi Remote Pilot 1
69 | Pendidikan Dan Pelatihan Legal Opinion 4
70 | System Thinking And Decision Making 15
— 71 | Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi 811
B9
o0
n
72 | Penyusunan Skema Dalam Rangka Sertifikasi 1
73 | Konsultasi pengembangan kompetensi 1
74 | Pengiriman Tugas Belajar 108
75 | Seleksi Pegawai Tugas Belajar 184
76 | Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan 10
77 | Akreditasi Kediklatan 1
é 78 | Sistem Manajemen Penjaminan Mutu 1
(a] 79 | Knowledge Management 1
§ 80 | Pengelolaan Sistem Informasi 12
81 | Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan LCM, 2
AKK
82 | Penyusunan Kurikulum 12
83 | Penyusunan Modul 48
84 | Penyusunan Evaluasi Pasca Pelatihan 20
85 | Pendampingan Pembelajaran Berbasis Corpu 1

B. Capaian Strategis Kinerja

PSDM Provinsi DKI Jakarta mewujudkan transparansi dan keandalan dalam mengevaluasi ca-
paian kinerja dengan merangkul data dari beragam sumber yang dapat dipercaya. Setiap detail
dianalisis dengan cermat, termasuk data dari Indeks Profesionalisme ASN yang dikumpulkan melalui

instrumen yang telah melewati validasi yang dari Badan Kepegawaian Nasional.

Proses pengumpulan data bukanlah sekadar rutinitas, melainkan pencarian kebenaran yang me-
merlukan ketelitian dan validitas. Instrumen yang digunakan, termasuk menggunakan alat teknologji,
tidak hanya menjadi alat pengukur kuantitatif, melainkan representasi kualitatif dari pandangan ASN. Ini
adalah langkah nyata dalam menjalin hubungan yang kuat dan saling percaya antara BPSDM dan ASN.

Setiap hasil analisis capaian kinerja tidak hanya dipandang sebagai catatan, tetapi sebagai pan-
dangan mendalam yang menyusup ke setiap kriteria penilaian. Proses ini memastikan bahwa setiap
elemen penilaian bersinergi dan saling mendukung, menciptakan fondasi yang kokoh untuk evaluasi
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menyeluruh. Kami tidak hanya menganalisis pencapaian kinerja, tetapi juga memahami akar masalah
yang mungkin muncul pada setiap kriteria.

Dalam upaya memastikan konsistensi, hasil analisis tidak hanya diterima begitu saja. Kami melaku-
kan pengecekan ulang terhadap setiap kriteria dan mengkrosceknya dengan hasil analisis keseluruhan.
Keselarasan antara setiap kriteria penilaian dan hasil analisis menjadi kunci dalam memastikan integritas
dan keandalan evaluasi capaian kinerja BPSDM.

Analisis capaian kinerja di BPSDM bukan hanya sekadar melihat permukaan, melainkan mengek-
splorasi ke dalam setiap sudut dan celah untuk mengidentifikasi akar masalah. Ini adalah langkah kritis
dalam merinci langkah-langkah perbaikan dan memastikan BPSDM terus berkembang sebagai lemba-
ga yang responsif dan progresif.

Adapun hasil analisis capaian kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis pada Perkin Tahun 2023 terdiri atas Indikator Tujuan dan Sasaran serta Kegiatan

Strategis Daerah (KSD) yang telah disepakati oleh para Kepala Perangkat Daerah, berikut realisasi

capaian Sasaran Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, sebagaimana dijabarkan capaian

realisasi kinerja sebagai berikut:

a. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (target 38,7 dan realisasinya belum dirilis

oleh BKN untuk Tahun 2023)

Indikator ini merupakan tujuan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai dasar hukum

yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Ta-

hun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indikator Indeks Profesionalitas diartikan sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk men-

gukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan se-

bagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria

yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN Dimensi kompetensi (40%).

Target, Pelaksana, Dan Prinsip Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan uraian sebagai

berikut:

1) Target Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu seluruh Pegawai ASN yang bekerja di
lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah,;

2) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi
Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi;

3) Kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Kementeri-
an Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, sedangkan tata cara dan pelak-
sanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.

Metode pengukuran menggunakan dengan cara jumlah total hasil perkalian dari bobot dimen-

si/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara

mandiri (mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara
dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN).

Standar Dan Dimensi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut:

a) Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui:

1) Dimensi Kualifikasi
(1) Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendi-

dikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
(2) Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan
Pengukuran;
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(3) Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS,

meliputi:

1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);

2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);

3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);

4) Pendidikan D-lll (Diploma Tiga);

5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/
sederajat; dan

6) Di bawah SLTA.

(4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan
S-3 (Strata Tiga);

b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2
(Strata Dua);

c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1
(Strata Satu)/D-1V (Diploma Empat);

d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-I1I (Di-
ploma Tiga);

e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma
Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan

f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah
SLTA.

2) Dimensi Kompetensi

1) Dimensi Kompetensidigunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengem-
bangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksa-
naan tugas jabatan;

2) Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan

Pengukuran;

3) Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

a. Diklat Kepemimpinan;

b. Diklat Fungsional;

c. Diklat Teknis; dan

d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

4) Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, ja-
batan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelati-
han kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan

b. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan sesuai dengan jabatan www.peraturan.go.id 2019, No. 556 -9- yang didudu-
ki.

5) Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan

b. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengi-
kuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

6) Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot pe-
nilaian sebagai berikut:
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a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, ja-
batan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pen-
didikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan
fungsi jabatannya;

b. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan ad-
ministrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan
dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi
jabatannya;

c. Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan
pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua
puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum
mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang men-
dukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

7) Instrumen Pengukuran pada seminar/workshop/kursus/ magang/sejenisnya dengan bobot
penilaian sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, ja-
batan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti sem-
inar/workshop/ kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;

b. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/
workshop/kursus/ magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;

c. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelak-
sana yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/ sejenisnya sesuai jabatan-
nya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

d. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum
mengikuti seminar/ workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua)
tahun terakhir.

8) Keikutsertaan dalam seminar/workshop/kursus/ magang/sejenisnya tersebut dibuktikan
dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

3) Dimensi Kinerja

1) Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja
yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta
perilaku PNS.

2) Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Penguku-
ran.

3) Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai beri-
kut:

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan

b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan
puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir;

b. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tu-
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juh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir;

c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam pu-
luh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun
terakhir;

d. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu)
sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

e. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah
dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4) Dimensi Disiplin
1) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang
memuat hukuman yang pernah diterima PNS.
2) Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
3) Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah
diterima yang mencakup:
a. Hukuman disiplin ringan;
b. Hukuman disiplin sedang; dan
c. Hukuman disiplin berat.
4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:
a. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin;
b. Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin ting-
kat ringan;
c. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin ting-
kat sedang; dan
d. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin ting-
kat berat.
5) Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu yang telah mempunyai
keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
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RUMUS PENGUEREURAN INDERS PROFESIONALITAS ASN

Fumns Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN meripakan jumlah total hasil perkalian
dari bobot  dimensifindikator  dikalikan  skor/nilai masing-masing  jawaban
dimensi/ indikator.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan mumus sebagai berikut:

4 fpi_ = “-"1’ & Ri}
IP = Z IP,
1=1
=[P, + IP, + 1P, + IP, 1Py = Wy « Ry
) 1Py = Wy, = Ry
Keterangan:
IP = Indeks Profesionalisme

IP. = Indeks Profesionahisme ke-1

IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kom petensi
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Wy;* Ry; = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j
Wy, * Ry = Hobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator

Kualifikas: ke-k
Wy, =Ry, = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kuahfkasi ke-1
Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban mdikator
Kualifikasi ke-m

W *R

Sumber: Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Kesimpulan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

1. Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi tergolong Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara
91-100;

2. Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi tergolong Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81—
90;

3. Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja tergolong Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71- 80;

4. Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin tergolong Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61- 70;

Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud diatas (1) mencakup bo-
bot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN. yang bersumber dari
SIMPEG dan SAPK.

Target pada tahun 2022 tercapai sebesar 38,16 (Penilaian IP ASN Tahun 2022 sesuai dengan Surat
Direktur Jabatan ASN BKN RI Nomor 221.D/BM.02/SD/C.11/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 perihal hasil
pengukuran IP ASN di wilayah kantor regional BKN). Dengan rincian hasil Nilai Profesionalitas ASN se-
bagai berikut:
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Tabel 6.
Dimensi Nilai Profesionalitas ASN Tahun 2022

Dimensi Bobot Nilai Kategori
1. Kualifikasi 21,38
2. Kompetensi 3816
3. | Kinerja 23.87 Tinggi
4, Disiplin 4,99
Rata-Rata Nilai 88,4

BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengampu pada dimensi kompetensi dengan target 36, dan realisasi
capaian sebesar 38,16 atau sebesar 106%, sebagaimana telah diuraikan pada point 2 diatas yaitu tentang
Dimensi Kompetensi. Untuk perhitungan IP ASN Tahun 2023, berdasarkan Surat kepala BKD Provinsi DKI
Jakarta Nomor: e-0078/RB.02.07 tertanggal 4 Januari 2024, tentang Laporan Perhitungan Capaian Indeks
Profesionalitas ASN Tahun 2023, masih menunggu jawaban dari BKN Republik Indonesia.

2) Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM (target 31 dan realisasi 38,7);
Indikator ini merupakan tujuan yang kedua dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai dasar
hukum yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan Kepala Komisi
Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam
Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Definisi dari Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek lingkup BPSDM adalah ukuran yang digu-
nakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada aspek
Pengadaan (Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS, dengan bobot 2) dan Aspek
Pengembangan Karir (Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan
kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN dengan bobot 2,5 dan Sub Aspek
Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan dengan bobot 2,5 serta Sub Aspek Pelaksa-
naan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai dengan bobot 2,5).
Cara atau metode pengukuran menggunakan (Metode Konsolidasi Lokasi) Penilaian mandiri sistem
merit terdapat 8 Aspek dengan total 37 Sub Aspek, BPSDM mengampu 2 Aspek dan didalamnya ter-
dapat 4 Sub Aspek dengan pembobotan sebagai berikut:
1) Pengadaan (Bobot 8), yang merupakan 1 Sub Aspek dari 5 sub aspek, yaitu Sub Aspek Pelaksanaan
Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS, dengan masing-masing mempunyai:
Kategori Skor 1 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar lebih dari setahun
setelah pengangkatan CALON PNS;
Kategori Skor 2 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar dilakukan 6-12 bulan
setelah pengangkatan CALON PNS;
Kategori Skor 3 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar dilakukan 1-5 bulan
setelah pengangkatan CALON PNS;
Kategori Skor 4 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatinan Dasar dilakukan langsung
(paling lama 1 bulan) setelah pengangkatan CALON PNS.
2) Pengembangan karir (Bobot 30), yang merupakan 3 Sub Aspek dari 10 Sub Aspek, yaitu:
a. Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan
kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN, dengan masing-masing mempunyai:
Kategori Skor 1adalah belum menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan;
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Kategori Skor 2 adalah sudah menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan
namun belum terinci dalam kegiatan serta penganggaran;

Kategori Skor 3 adalah sudah menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan
namun belum terinci dalam kegiatan serta penganggaran untuk jangka pendek (untuk tahun
berjalan);

Kategori Skor 4 adalah sudah menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan
namun belum terinci dalam kegiatan serta penganggaran untuk jangka pendek dan jangka
menengah dan ditetapkan oleh PPK;

b. Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan, dengan masing-masing mem-
punyai:

Kategori Skor 1adalah belum menyusun Program Diklat;

Kategori Skor 2 adalah sudah menyusun Program Diklat berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat;
Kategori Skor 3 adalah sudah menyusun Program Diklat berdasarkan Analisis kesenjangan
kompetensi dan kinerja, namun masih bersifat umum;

Kategori Skor 4 adalah sudah menyusun Program Diklat berdasarkan Analisis kesenjangan
kompetensi dan kinerja, sesuai kebutuhan individu;

c. Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai,
dengan masing-masing mempunyai:

Kategori Skor 1 adalah belum menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja
dan pertukaran pegawai;

Kategori Skor 2 adalah sudah menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja
dan pertukaran pegawai namun belum melaksanakannya;

Kategori Skor 3 adalah sudah menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja
dan pertukaran pegawai namun belum dilaksanakan secara terjadwal;

Kategori Skor 4 adalah sudah menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja
dan pertukaran pegawai dan sudah melaksanakannya secara terjadwal;

3) Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit:
(1) Kategori IV, nilai 30.87 - 38, sebutan Sangat Baik;
(2) Kategori lll, nilai 23.75 - 30.86, sebutan Baik;
(3) Kategori I, nilai 16.62 - 23.74, sebutan Kurang;
(4) Kategori |, nilai 9.5 - 16.61, sebutan Buruk.

Berd
it BPSDM

No

la

asarkan rekomendasi Komisi ASN tentang penyelesaian tindaklanjut atas penilaian Sistem Mer-
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 7.
Penilaian Sistem Merit BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Link Data
Pendukung
https://bit.l enin
gkatkanjumlahpeg
awaivangmengikut

Rekomendasi
KASN
Meningkatkan
jumlah pegawai
yang mengikuti

Kriteria Keberhasilan

Aspek Penilaian

Pengembangan
Karir

Tersedianya laporan hasil
pelaksanaan program
pengembangan kompetensi baik

program secara klasikal dan non klasikal yang iprogrampengemb
pengembangan sekurang-kurangnya mermuat angankompetensis

informasi:

a. Perbandingan jumlah pegawai
Pemprov. DKI Jakarta yang
mengikuti program
pengembangan kompetensi
tahun 2022-2023%;

Jenis/daftar program
pengembangan kompetensi baik
secara klasikal dan non klasikal
yang dilakukan tahun 2023,

kompetensi setiap
tahunnya baik
secara klasikal dan
non klasikal

etiaptahunnyabaik
secaraklasikaldann
onklasikal
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el b Kriteria Keberhasilan e
KASN Pendukung

2. Tersedianya infografis pelaksanaan https://bitly/Tersed

No | Aspek Penilaian

program pengembangan

kompetensi baik secara klasikal dan

non klasikal yang sekurang-
kurangnya memuat informasi:

a. Perbandingan jumlah pegawai
Pemprov. DKI Jakarta yang
mengikuti program
pengembangan kompetensi
tahun 2022-2023;

b. Jenis/daftar program
pengembangan kompetensi baik
secara klasikal dan non klasikal
yang dilakukan tahun 2023,

ianyainfografispela
ksanaanprogramp
engembangankom
petensibaiksecarak
lasikaldannonklasik
al

program magang
secara rutin dan

pelaksanaan program magang yang
sekurang-kurangnya memuat

1b Meningkatkan Tersedianya laporan hasil https://bitly/Menin
konsistensi pelaksanaan diklat kepemimpinan gkatkanjumlahpeg

pengiriman yang sekurang-kurangnya memuat awaiyangmengdikut

pegawai untuk informasi terkait perbandingan iprogrampengemb

mengikuti diklat jumlah pegawai Pemprov. DKI angankompetensis

kepemimpinan Jakarta yang mengikuti diklat etiaptahunnyabaik

kepemimpinan tahun 2022-2023; secaraklasikaldann

onklasikal

. Tersedianya infografis pelaksanaan https://bit.ly/Tersed

diklat kepemimpinan yang sekurang- | ianyainfografispela

kurangnya memuat informasi terkait | ksanaanprogramp
perbandingan jumlah pegawai engembangankom

Pemprov. DKI Jakarta yang petensibaiksecarak
mengikuti diklat kepemimpinan lasikaldannonklasik
tahun 2022-2023, al
lc Melaksanakan Tersusunnya laporan hasil https://bit.ly/Tersus

unnyalaporanhasil
pelaksanaanprogra

melakukan inforrmasi terkait: mmagang
evaluasi dampak a. jenis program magang yang
pelaksanaan dilaksanakan tahun 2023;
program magang b. jumlah peserta/pegawai yang
terhadap dikirim untuk mengikuti program
pengembangan magang,
kompetensi ¢. Dokumentasi pelaksanaan
pegawai program magang.
. Tersusunnya laporan evaluasi https://bit.ly/Tersus

dampak pelaksanaan program
magang terhadap pengembangan
kompetensi pegawai.

unnyalaporanevalu
asidampakpelaksa
naanprodgrammadg
angterhadappeng
embangankompet
ensipegawai

Berdasarkan penilaian mandiri terhadap Sistem Merit yang dilakukan oleh BKD dan BPSDM Provinsi

DKI Jakarta untuk Tahun 2023, sebagaimana daftar terlampir dibawah ini:
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<% Provinsi DKI Jakarta

3) Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan
Berdasarkan definisi operasional yang terdapat dalam RPD Tahun 2023 — 2026 adalah hasil perhitun-
gan terhadap diklat yang dilaksanakan oleh BPSDM dengan metode Pengukuran: (Jumlah Diklat Yang
Dilaksanakan BPSDM dibagi Jumlah Kebutuhan Diklat x 100%), bahwa target di tahun 2023 sebesar
60%, dan capaian realisasi sebesar 74,58% (melebihi target), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Diklat sebanyak 132 Jenis Diklat
Jumlah Kebutuhan Diklat sebanyak 177 Jenis Diklat.
Persentase Target sebesar 60 % dengan Realisasi Capaian sebesar 74,58 % atau sebesar 124,29 %.

4) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (target APD-P dan realisasi APBD-P)

Merupakan indikator yang dihitung dari presentase serapan anggaran, presentase efisiensi, dan pre-

sentase output, diukur dari 3 (tiga) komponen berikut:

1) Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan den-
gan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan ang-
garan maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran = 80%.
Apabila serapan anggaran di bawah< 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persen-
tase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak
termasuk dana transfer dari pemerintah pusat;

2) Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari sub kegiatan yang target sasaran-
nya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur.
Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu
dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya;

3) Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan (output). Realisasi pen-
capaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

Serapan Anggaran = 80% dan output 100%

Realisasi = (40%) + (% efisiensi X 10%) / 20%) + (50%)

Serapan Anggaran < 80% dan ouput < 100% (Realisasi=(Penyerapan Anggaran X40%)+(pencapa-

ian output X50%))

SerapanAnggaran = 80%, namun output < 100%

Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)
Anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 123.256.791.085 dengan realisasi Anggaran sebesar
111.828.250.748 (90,73%), capaian ini didapatkan dari rata-rata persentase Kualitas Pelaksanaan Ang-
garan pada Bidang dan UPT di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
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Tabel 8.

Rekap Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Bidang/UPT

Sekretariat

Kualitas Pelaksanaan Anggaran

62.585.234.558

Realisasi
59.823.893.257

#| e Provinsi DKI Jakarta

95,59%

Bidang
Pengembangan
Kompetensi Dasar,
Manajerial dan
Fungsional

28.735.362.233

24.619.386.662

85,68%

Bidang Analisis
Kebutuhan,
Perancangan,
Pengembangan dan
Evaluasi

1,725,159,000

1.724.659.000

99,97%

Bidang Penjaminan
Mutu, Tugas Belajar
dan Sertifikasi
Kompetensi

19,367,979,659

15.001.445.484

77,45%

Kepala UPT Pusat
Data dan Informasi
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

1,017,772,685

992,393,829

97.51%

Kepala UPT Pusat
Pengembangan
Kompetensi dan
Kebijakan Publik

9.825.282.950

9.666.472.516

98,38%

TOTAL

123.256.791.085

111.828.250.748

90,73%

Sumber: Sub Bagian Keuangan BPSDM

Rekapitulasi diatas didapatkan dari serapan anggaran masing-masing, output setiap sub kegiatan
serta efisiensi anggaran pada tahun 2023, adapun rinciannya sebagai berikut:
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<% Provinsi DKI Jakarta

2. a. Capaian Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2023
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala
BPSDM Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan 3 (tiga) jenis sasaran yaitu:
Sasaran Strategis;
Sasaran Khusus;
Sasaran Operasional.

Tabel 15.
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 - 2023

Sasaran Strategis

1 Pengembangan Indeks Sistem Indeks 3] %355 3] 38 123%
Kompetensi Merit pada (Berdasarka
Melalui Aspek dan n nilai yang
Penyelenggaraan | Sub Aspek diperoleh
Pendidikan dan Lingkup pada e-
Pelatihan Serta BPSDM SAKIP
Peningkatan Bappeda
Knowledge Provinsi DKI
Management Jakarta)

2 Peningkatan Nilai Dimensi Nilai 312 3816 387 Data 3816
Kompetensi ASN Pengembanga belum | (Penilaian IP
Dalam Rangka n Kompetensi rilis ASN Tahun
Menciptakan Agen | pada Indeks 2022 yang
Perubahan dan Profesionalitas dikeluarkan
Penggerak ASN oleh BKN RI)
Partisipasi
Masyarakat

3 Berkembangnya Persentase Persen 100 100 100 100% 100%
Kapasitas, penyelesaian (Berdasarkan
Profesionalitas, dan | rencana aksi penilaian
Iklim Kerja Aparatur| KSD pimpinan)

Peningkatan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang
Profesional
Sub KSD
Peningkatan
Profesionalitas
SDM Pemprov
DKl Jakarta

4 Berkurangnya Persentase Persen 100 100 100 100% 100%
Ketimpangan Serta | penyelesaian (Berdasarkan
Terjaminnya rencana aksi penilaian
Pemenuhan KSD pimpinan)
Kebutuhan Dasar Penanggulang
dan Perlindungan an Kemiskinan
Sosial Sub KSD

Penghormatan
, Pelindungan,
Dan
Pemenuhan
Hak
Penyandang
Disabilitas
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Sasaran

Indikator
Kinerja

Realisasi

Realisasi

<% Provinsi DKI Jakarta

Capaian
Tahun 2023

5 Terakselerasinya Persentase Persen 100 100 100 100% 100%
Transformasi Digital| penyelesaian (Berdasarkan
dan rencana aksi penilaian
Pengembangan KSD pimpinan)
Ekosistem Kota Peningkatan
Cerdas Tata Kelola

Pemerintahan
yang
Profesional
Sub KSD
Transformasi
Digital

6 Tercapainya Persentase Persen 100 100 100 100% 100%
Perbaikan penyelesaian (Berdasarkan
Manajemen dan rencana aksi penilaian
Arsitektur Kinerja KSD pimpinan)
Pemerintah Peningkatan

Tata Kelola
Pemerintahan
yang
Profesional
Sub KSD
Perwujudan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)

Sasaran Khusus

7 Terwujudnya Opini laporan [Anggaran 3 5 3 3 3
penyelenggaraan Keuangan (Berdasarkan
pemerintahan penilaian
yang taktis dan pimpinan)
adaptif

8 Meningkatnya Persentase Persen 100 100 100 100% 100%
Pemanfaatan E- Pemanfaatan (Berdasarkan
Purchasing E-Order penilaian
dalam pimpinan)
Pengadaan
Barang dan Jasa

9 Terimplementasiny| Persentase Persen 100 100 100 100% 100%

a rencana strategis | implementasi (Berdasarkan
komunikasi publik [ rencana penilaian
untuk program- strategi pimpinan)
program umum komunikasi
dan unggulan publik
Perangkat Daerah | program

unggulan atau

program

umum serta

respon

perangkat

daerah pada

saat krisis

komunikasi

program.
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Sasaran

Indikator
Kinerja

Satuan

Realisasi

Realisasi

<% Provinsi DKI Jakarta

Capaian
Tahun 2023

Barang Tahun
2023 di
masing-
masing
PD/UKPD

10 | Terwujudnya tata Predikat SAKIP| Predikat | Predikat |Predikat AA 82 88,45 88.45
kelola Perangkat AA 96,66 (Berdasarkan
pemerintahan Daerah Tahun A 91 surat
dan keuangan 2023 Inspektur
daerah yang Provinsi DKI
transparan dan Jakarta
akuntabel No.5029/PA.0

2.02 Tanggal
27 Desember
2023 Perihal
Hasil Evaluasi
Atas
Implementasi
SAKIP
Perangkat
Daerah
Tahun 2023)

n Meningkatnya Persentase Persen - - 100 100 100%
Pengelolaan Arsip Arsip Aktif (Berdasarkan
pada Perangkat dalam Daftar hasil kalkulasi
Daerah Arsip Aktif perhitungan

tarikan data

dari e-office
yang telah
divalidasi
pimpinan)

12 | Terwujudkannya Persentase Persen 100 100 100 100 100%
tata kelola SDI progress (Berdasarkan
yang baik melalui pengumpulan penilaian
pemenuhan data sesuai pimpinan)
daftar data daerah | daftar data dan

batas waktu
pengumpulan
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
Gubernur

13 | Terkelolanya Persentase Persen 100 100 100 100 100%
Keuangan Daerah Inventarisasi (Berdasarkan
yang Sehat, BMD berupa penilaian
Transparan, dan Gedung dan pimpinan)
Akuntabel Bangunan

pada
Pengguna
Barang
dan/atau
Kuasa
Pengguna
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Indikator Capaian
SAtlch Kinerja St femci ieaci | Tahun 2023
Realisasi Realisasi
14 | Peningkatan Persentase Persen - 80 100 100%
penggunaan realisasi (Berdasarkan
produk dalam belanja surat Plh.
negeri barang/jasa Kepala Dinas
bersertifikat Perindustrian
TKDN, produk ;
dalam negeri, Perdagangan
dan/atau , Koperasi,
produk usaha Usaha Kecil
mikro kecil dan dan
koperasi dari Menengah
hasil produksi Provinsi DKI
dalam negeri Jakarta
selaku Ketua
Harian Tim
P3DN
Provinsi DKI
Jakarta No. e-
0010/P1.03
Tanggal 4
Januari 2024
Perihal
Penghitunga
n Capaian
P3DN Kepala
Perangkat
Daerah dan
Kepala Biro
Setda Tahun
2023
Jumlah ASN Orang - 102 N4 114 Orang
anggota Tim (Berdasarkan
P3DN pada penilaian
Perangkat pimpinan)
Daerah dan
Biro Sekretariat]
Daerah yang
mengikuti
pengembanga
n kompetensi
terkait P3DN
15 | Terimplementasiny | Persentase Persen - 100 100 100%
a Pengembangan Implementasi (Data
Kompetensi ASN Pengembanga realisasi yang
Pemerintah n Kompetensi ditarik
Provinsi DKI Jakarta| ASN langsung dari
20 Jam Pelajaran Pemerintah Portal
pertahun Provinsi DKI Informasi
Jakarta 20 Jam Kompetensi
Pelajaran Aparatur
pertahun (PIntAr)
BPSDM
Provinsi DKI
Jakarta)
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Sasaran

Meningkatnya
Manajemen
Pengetahuan

Indikator
Kinerja

Persentase
penyelesaian
tahapan
manajemen
pengetahuan

Satuan

Persen

Realisasi

100

Realisasi
100

<% Provinsi DKI Jakarta

Capaian
Tahun 2023

100%
(Berdasarkan
Nota Dinas
Kepala
BPSDM
Provinsi DKI
Jakarta
Nomor e-
0087/DL.01.0
0 Tanggal 15
Desember
2023 Perihal
Laporan
Capaian
Target
Sasaran
Khusus
Perjanjian
Kineria
Kepala
Perangkat
Daerah
Tahun 2023
dengan
Sasaran
Meningkatny
a Manajemen
Pengetahuan

)

Implementasi
Penerapan

Manajemen Risiko

Persentase
Implementasi
Penerapan
Manajemen
Risiko

Persen

100

100

100%
(Berdasarkan
Berita Acara
Realisasi
Sasaran
Khusus
Perjanjian
Kinerja
Perangkat
Daerah
Tahun 2023
yang telah
diverifikasi
oleh
Inspektorat
Provinsi DKI
Jakarta)
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Sasaran

Indikator
Kinerja

Satuan

Realisasi

Realisasi

<% Provinsi DKI Jakarta

Capaian
Tahun 2023

18 | Tercapainya Target | Presentase Persen = - 71 96,51 96,51%
Kinerja Anggaran Nilai Kinerja (Berdasarkan
atas Aspek Anggaran atas Surat
Implementasi aspek Penyampaian

Implementasi Target
Kinerja
Anggaran
Atas Aspek
Implementasi
dari Kepala
BPKD
Provinsi DKI
Jakarta
Nomor e-
0894/UD.02
tanggal 19
Desember
2023)
Sasaran Operasional

19 | Terselesaikannya Persentase Persen 100 100 100 100 100%
Tindak Lanjut capaian (Berdasarkan
Arahan Gubernur penyelesaian penilaian

Tindak Lanjut pimpinan)
Arahan
Gubernur

20 | Meningkatnya Persentase Persen 100 100 100 100 100%
penyelesaian capaian (Berdasarkan
pengaduan penyelesaian penilaian
masyarakat pengaduan pimpinan)

masyarakat

21 | Meningkatnya Persentase Persen 100 100 100 100 100%
penyelesaian tindak| progress (Berdasarkan
lanjut rekomendasi | penyelesaian penilaian
temuan hasil tindak lanjut pimpinan)
pemeriksaan rekomendasi
eksternal (BPK) temuan hasil

pemeriksaan
eksternal (BPK)

Sumber: Olah Data

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan diatas, BPSDM Provinsi DKI Jakarta didukung dengan
2 (dua) Program Prioritas dan 1 (satu) Program penunjang sebagai berikut:

Tabel 16.
Realisasi Anggaran APBD-P Tahun 2023

Anggaran APBD-P |

Program

Realisasi

Persentase

1. Program Kepegawaian Daerah 17.660.314.630 13.413.245.541 75,95%
o, | Program Pengembangan 40.623.302.320 36348935244 89,48%
Sumber Daya Manusia
Program Penunjang Urusan
3. . . 64.973174.135 62.066.326162 95,53%
Pemerintahan Daerah Provinsi
Total Anggaran 123.256.791.085 111.828.506.947 90,73%

Sumber: Olah Data
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kesuksesan KSD yang menjadi tanggung jawab SKPD lainnya.

Ketika melibatkan diri dalam membentuk dan melaksanakan KSD, BPSDM mengukir jejaknya se-
bagai garda terdepan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2023 sd
2026. Setiap sasaran strategis yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan ambisi internal BPSDM, tetapi
juga dipengaruhi oleh harmonisasi dengan prioritas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang berpengaruh

pada perkembangan daerah antara lain:
a. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
Program Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta,

Output: Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019

s.d. 2023;

Kriteria keberhasilan yaitu Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP

yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023;

Ukuran Keberhasilan: TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019

s.d. 2023. Target capaian 90%;

No Periode

Tabel 17.
TLHP APIP Selesai Ditindaklanjuti

Realisasi

#| e Provinsi DKI Jakarta

b. Capaian Sasaran dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2023
1) Capaian Sasaran Strategis
Sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, tidak hanya be-
rasal dari nafas tujuan dan sasaran BPSDM semata, tetapi juga mendapatkan dorongan kuat dari denyut
jantung Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Dalam peran ganda yang diemban, BPSDM tidak hanya menja-
di penanggung jawab utama beberapa KSD, melainkan juga terlibat secara integral dalam menentukan

1. BO6

Target Capaian
TLHP APIP selesai
ditindaklanjuti atas
LHP yang terbit
periode tahun 2019
s.d. 2023. Target
capaian 90%

Target
100%

100%

Keterangan
Tersedianya Berita Acara
Hasil Verifikasi Inspektorat.
Catatan untuk SKPD yang
belum mempunyai temuan
dan rekomendasi hasil
pengawasan APIP, maka
persentase capaian KSD
dinilai 100%. TLHP APIP
selesai ditindaklanjuti atas
LHP yang terbit periode
tahun 2019 s.d. 2023. Target
capaian 20%.

Catatan Verifikator: Target
Tercapai.

b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
Program Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta,

Output: Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJILP se-

suai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022;

Kriteria keberhasilan yaitu Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satu-

an Harga PJLP sesuai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022;

Ukuran Keberhasilan: Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP

sesuai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022;
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#| e Provinsi DKI Jakarta

Tabel 18.

Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP

No | Periode Target Capaian Target Realisasi Keterangan

1. BOS Rencana 100% 100% Tersusunnya Laporan
Kebutuhan Jenis Rencana Kebutuhan Jenis
Pekerjaan, Jumlah, Pekerjaan, Jumlah, dan
dan Satuan Harga Satuan Harga PJLP sesuai
PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022.
Kepgub 1195 Tahun Catatan Verifikator: Target
2022 Tercapai.

c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

Program Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKl Jakarta,

Output:

1) Penyusunan Kajian Kelembagaan, Perencanaan dan Pemenuhan SDM serta Pengemban-
gan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tahun 2023-2026);

2) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d.
2023.

Kriteria keberhasilan yaitu

1) Tersedianya Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta;

2) Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun
2019 s.d. 2023.

Ukuran Keberhasilan:

1) Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKl Jakarta, me-
liputi perencanaan 4 tahun dan implementasi;

2) TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target
capaian 95%
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Tabel 19.

Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

No Periode Target Capaian | Target \ Realisasi Keterangan
1 B12 Laporan Hasil Kajian 100 100 Tersusunnya Laporan
Pengembangan Hasil Kajian
Kompetensi SDM Pengembangan
Pemerintah Provinsi Kompetensi SDM
DKI Jakarta, meliputi Pemerintah Provinsi
perencanaan 4 tahun DKI Jakarta, meliputi
dan implementas;; perencanaan 4 tahun
dan implementasi
Catatan Verifikator:
Target Tercapai.
2. B12 Penyelesaian Tindak 100 100 Tersedianya Berita
Lanjut Hasil Acara Hasil Verifikasi
Pengawasan APIP atas Inspektorat. Catatan
LHP yang terbit untuk SKPD yang

periode 2019 s.d. 2023

belum mempunyai
temuan dan
rekomendasi hasil
pengawasan APIP,
maka persentase
capaian KSD dinilai
100%.

TLHP APIP selesai
ditindaklanjuti atas
LHP yang terbit
periode tahun 2019
s.d. 2023. Target
capaian 95%

Catatan Verifikator:
Target telah tercapai.

d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

Program: Transformasi Digital

Output: Peningkatan Kompetensi SDM SPBE

Kriteria keberhasilan: Terlaksananya Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE melalui Peningkatan
Kompetensi SDM SPBE;

Ukuran Keberhasilan: Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM SPBE pada Perang-
kat Daerah.
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Tabel 20.
Peningkatan Kompetensi SDM SPBE pada Perangkat Daerah

No

Periode Target Capaian Target Realisasi Keterangan
BO6 Pemetaan Kebutuhan 100 100 Tersedianya
Peningkatan Pemetaan Kebutuhan
Kompetensi SDM SPBE Peningkatan
pada Perangkat Kompetensi SDM
Daerah SPBE pada Perangkat
Daerah
Catatan
Verifikator: Target
Tercapai.

e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

Program: Transformasi Digital

Output: Peningkatan Kompetensi SDM SPBE

Kriteria keberhasilan: Terlaksananya Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE melalui Peningkatan
Kompetensi SDM SPBE.

Ukuran Keberhasilan: Laporan Pengembangan Kompetensi SDM SPBE memuat: 1. Laporan Ke-
giatan Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia tentang SPBE (bidang proses bisnis
pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infra-
struktur SPBE) pada tahun 2023 2. Hasil Reviu Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia
tentang SPBE (bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, kea-
manan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE) pada Perangkat Daerah.

Tabel 21.
Laporan Pengembangan Kompetensi SDM SPBE

No Periode Target Capaian Target Realisasi Keterangan
1. B0O9 Laporan 100 100 Tersedianya
Pengembangan 1. Laporan Kegiatan
Kompetensi SDM SPBE Pengembangan
memuat: kompetensi
1. Laporan Kegiatan Sumber Daya
Pengembangan Manusia tentang
kompetensi SPBE (bidang
Sumber Daya proses bisnis
Manusia tentang pemerintahan,
SPBE (bidang arsitektur SPBE,
proses bisnis data dan
pemerintahan, informasi,
arsitektur SPBE, keamanan SPBE,
data dan informasi, aplikasi SPBE, dan
keamanan SPBE, infrastruktur
aplikasi SPBE, dan SPBE) pada tahun
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No

Periode Target Capaian \ Target Realisasi Keterangan
infrastruktur SPBE) 2023
pada tahun 2023; 2. Hasil Reviu

2. Hasil Reviu Pemenuhan
Pemenuhan Kompetensi
Kompetensi Sumber Daya
Sumber Daya Manusia tentang
Manusia tentang SPBE (bidang
SPBE (bidang proses bisnis
proses bisnis pemerintahan,
pemerintahan, arsitektur SPBE,
arsitektur SPBE, data dan
data dan informasi, informasi,
keamanan SPBE, keamanan SPBE,
aplikasi SPBE, dan aplikasi SPBE, dan
infrastruktur SPBE) infrastruktur
pada Perangkat SPBE) pada
Daerah. Perangkat
Daerah.
Catatan Verifikator:
Target Tercapai

f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

Program: Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Output:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional
dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024;

2) Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah;

3) Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.

Kriteria keberhasilan:

1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional
dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024;

2) Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah;

3) Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu.

Ukuran Keberhasilan:

1) Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang
tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis);

2) Evaluas terdiri dari:
a. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022;
b. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022;

3) LKIP:
a. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022;
b. Screenshot LKIP telah terupload pada website esrmenpan.go.id

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

o




No

Periode

Tabel 22.

Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja

Target Capaian

Target

Realisasi

#| e Provinsi DKI Jakarta

Keterangan

1. BO3 Dokumen Rancangan 100 100 Tersedianya Dokumen
Final Perjanjian Kinerja Rancangan Final
(Eselon 2) (menunggu Perjanjian Kinerja
keputusan tentang (Eselon 2) (menunggu
tambahan sasaran keputusan tentang
khusus dan sasaran tambahan sasaran
strategis) khusus dan sasaran

strategis)

Catatan
Verifikator: Target
telah tercapai.

2. BO3 1. Dokumen hasil 100 100 Tersedianya Dokumen
evaluasi Renja hasil evaluasi Renja
Perangkat Perangkat Daerah TW
Daerah TW IV Tahun IV Tahun 2022
2022; dan Dokumen

2. Dokumen evaluasi evaluasi Kinerja
Kinerja Eselon 2,3, 4 Eselon 2,3, 4 TW IV
TW IV Tahun 2022; Tahun 2022.

Catatan Verifikator:
Target telah tercapai.

3. BO3 Dokumen LKIP 100 100 1. Tersusunnya
Perangkat Daerah Dokumen LKIP
Tahun 2022; Perangkat Daerah
Screenshot LKIP telah Tahun 2022;
terupload pada 2. Tersedianya
website Screenshot LKIP
esr.menpan.go.id yang telah

terupload pada

website

esr.menpan.go.id
Catatan Verifikator:
Target telah tercapai.
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2) Capaian Sasaran Khusus
a. Opini laporan keuangan daerah (Target 3 Nilai (WTP), realisasi WTP) Berdasar UU No 15 Tahun

2004 terdapat 4 jenis Opini yang diberikan BPK Rl atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah yaitu :

1) Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan
Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apa-
bila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

2) Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang
diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas
tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

3) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa lap
keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar semua material, posisi keuangan,
hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
kecuali untuk dampak yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan
keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penilaian WTP, yang merupa-
kan penilaian paling baik dari jenis penilaian yang diberikan BPK.

. Persentase Pemanfaatan E-Order

Sebagai indikator dari Sasaran Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan
Barang dan Jasa. Pelaksanaan e-Order tidak hanya pada BPSDM, yang akan dikeluarkan lapo-
ran penggunaan e-Order setiap bulannya oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan e-Order harus dilaporkan setiap Triwulan nya kepada Asisten
pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Pelaksanaan e-Order pada BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta didasarkan pada Anggaran Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Makan Minum Jamuan
Tamu dan Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan, dimana terdapat pengecualian terhadap
belanja Air Mineral Galon, Kopi, Teh dan Gula bisa tidak masuk ke dalam pengadaan meng-
gunakan system e-Order tersebut. Berdasarkan riwayat transaksi pemesanan pada e-Order,
BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 telah melakukan (jumlah)
transaksi melalui e-Order dengan Nilai Realisasi Belanja e-order sebagai berikut:
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Tabel 23.
Pelaksanaan e-order

<% Provinsi DKI Jakarta

Reil((:(:\?ng Belanja Anggaran ‘ Realisasi ‘
51.02.01. Belanja Makanan 490.662.000 490.662.000 100
01.0052 dan Minuman

Rapat
51.02.01. Belanja Makanan 621.995.000 621.995.000 100
01.0053 dan Minuman

Jamuan Tamu
51.02.01. Belanja Makanan 2.085.796.000 2.085.796.000 100
01.0058 dan Minuman

Aktivitas

Lapangan

TOTAL 3.198.453.000 3.198.453.000 100

Seluruh Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Jamuan Tamu serta Aktivitas Lapan-
gan telah dilakukan seluruhnya melalu e-order dan seluruh transaksi telah selesai dibayarkan oleh
Bendahara, sehingga realisasi e-Order Tahun 2023 pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah mencapai
100%. Seluruh bukti capaian pelaksanaan e-Order diinput ke dalam system e-TPP Kepala BPSDM

dan divalidasi oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKl Jakarta.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dari : Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Nomor : e-0001/DL.01.02

Lampiran

Hal : Laporan Realisasi e-Order Triwulan IV Tahun Anggaran 2023

Menindaklanjuti Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah pada Sasaran Khusus yaitu
Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan
Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan E-Order, dengan ini saya sampaikan laporan
realisasi e-Order triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sebagai berikuti:

Berdasarkan data monitoring BPPBJ Provinsi DKI Jakarta bahwa realisasi e-order
sebesar 100% sebagaimana tabel dibawah ini :

NO. | URAIAN REALISASI | REALISASI KET.
| ANGGARAN (Rp) | E-ORDER (Rp)
1 | 2 3 4 5
1 Belanja Makanan dan 2.085.796.000 2.085.796.000 | 100%
Minuman Aktivitas
| Lapangan
2 Belanja Makanan dan 621.995.000 621.895.000 | 100%
Minuman Jamuan [
Tamu | |
3 | Belanja Makanan dan 490.662.000 490.662.000 | 100%
| i Rapat |
l JUMLAH 3.198.453.000 3.198.453.000 | 100% |
Demikian saya paikan, mohon p: arahan Bapak lebih lanjut. Atas perhatian

Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengembargan Sumber Daya Manusia
/< 7Provinsi DK1 Jakarta,

MOCHA%LOH T
NIP 167812131097111001
Tembusan : )

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta;

Gambar 1. Realisasi e-Order Tahun 2023
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c. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan ung-
gulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: (target 100%, realisasi 100%). Merupakan pelaksanaan dari
sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum
dan unggulan Perangkat Daerah, aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam indikaotr ini antara
lain:

1) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat
Daerah;

2) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun ed-
itorial plan lingkup Provinsi;

3) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun
waktu <6 Jam;

4) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa
atau media sosial atau aktivasi luar ruang.

Penghitungan:

- Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program
umum per triwulan;
Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan;

- Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat
krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam;
Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per
triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per
triwulan.

Adapun Realisasi sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%

Cara pencapaian dalam indikator ini dengan melaporkan segala bentuk rencana kerja pelayanan
yang telah dilaksanakan bagi ASN Provinsi DKI Jakarta dan melakukan Publikasi di dalam media
sosial BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan dilaporkan ke dalam website https:/komunikasijakarta.
go.id, berikut contoh yang dilaporkan dalam indikator ini sebagai berikut:

e =
=3

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Ptk Ko Ungpeden
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Som 5 3 o e

NOTA DINAS

Kepada Yth. Bapak Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Dari : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI
Jakarta

Nomor 02356 /D& ul- 0]

Sifat : Penting

Lampiran -

Hal Laporan Realisasi i Materi i Perkin Strategi
Komunikasi Triwulan IV Tahun 2023

Dalam Rangka Realisasi Publikasi Materi Komunikasi Perkin Strategi Komunikasi
Triwulan IV Tahun 2023, telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta
telah mempublikasikan Program atau Kegiatan Pengembangan Sumber Daya
Aparatur.

. Terkait program dimaksud, BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah melakukan
kampanye dan sosialisasi baik dalam bentuk pembuatan dan penyabariuasan
webinar series, podcast, produksi dan penayangan materi infografis, produksi
dan materi video grafis.

)

w

Pelaksanaan dan realisasi program dimaksud telah dinput pada ™ OB i Pongeargan Sumter Daes Manuss
https:/komunikasi.jakarta.go.id.
Realisasi Strategi Komunikasi i i S e

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian Bapak disampaikan terima Pan T PR Trhmtan
kasih dan mohon arahan lebih lanjut. n »

Jakarta, 27 Desamber 2023 n

KWW ?nng@mbengan Sumber Daya Manusia
for~_Provinsi DKI Jakanta, row 1 1 s Seuscn
is -~

| Targos Noce Lamgean Nota.
El "o, e ey Pedhal Nota Dras /Surm Oinge st ey Action

~~.Moc IFTAHULLOH T UNGGULAN BFS0M POV el IARARTA PRI STRATECH KOMUIRAS TRIAULAN N TAMN 2023

NIP:187812131997111001

. T Pkt Mt Dt don ke mremot A s  wpaw . E
Tembusan i i ki i

Pit. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DK| Jakarta Showig 11621 2 artres . o

1 PLLAKSANAAN PENGIDIAN DAN PLLATIAN oIreTLOLr LAPORAN REALISASI PURIFAS! MATIR KOMUNKAS: mnay ke e EE

Gambar2.
Hasil Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Tahun 2023
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d. Predikat SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023, realisasi 85,42 (A)
Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan

; SCM

Provinsi DKI Jakarta

penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kiner-
ja. Evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri dari evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja
yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capa-
ian kinerja. Adapun komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%,
pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian
kinerja dengan bobot 20%. Adapun SAKIP Tahun 2023 dirilis oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakar-
ta berdasarkan Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta Nomor 5029/
PA.02.02 tertanggal 27 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat
Daerah Tahun 2023, dilaporkan bahwa Hasil SAKIP Tahun 2023 BPSDM Provinsi DKI Jakarta men-
capai Nilai Realisasi 88,45 (A) dari target 82 (A) dan berada pada peringkat ke 14 dari 42 Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dibawah ini Hasil SAKIP dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta:

No

Perangkat Daerah

Nilai Evaluasi

13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta

14

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
DKI Jakarta

15

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

16

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi DKI Jakarta

17

Kota Administrasi Jakarta Pusat

18

Kota Administrasi Jakarta Utara

19

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI| Jakarta

20

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

21

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Daerah Provinsi DKI Jakarta

22

Sekretariat Dewan

23

Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

24

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
DKI Jakarta

25

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

26

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta

27

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta

28

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI
Jakarta

29

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
DKI Jakarta

30

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi
DKI Jakarta

31

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

32

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

33

Kota Administrasi Jakarta Barat

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

35

Kota Administrasi Jakarta Selatan

36

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

37

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Provinsi DKI| Jakarta

38

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Implementasi
SAKIP
Tahun 2023
Nilai | Predikat
88,65 A
88,45 A
88,30 A
87,55 A
87,25 A
87,25 A
87,05 A
87,05 A
86,55 A
86,55 A
86,35 A
86,10 A
86,05 A
85,65 A
85,45 A
85,05 A
84,35 A
84,05 A
83,55 A
83,55 A
83,45 A
83,10 A
83,05 A
82,80 A
81,05 A
80,95 A

Gambar 3.
Hasil Penilaian SAKIP
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e. Penilaian Mandiri Sistem Merit tahun 2023
Penilaian Mandiri Sistem Merit di BKD dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 menja-
di cermin ketekunan dan dedikasi organisasi dalam mengukur kualitas dan kinerja internal. Pada
tahap ini, lembaga mengadopsi pendekatan yang holistik untuk mengevaluasi implementasi sistem
merit, mencakup aspek pengelolaan SDM, pelaksanaan program pelatihan, dan efektivitas kebija-
kan internal.
Dalam pengelolaan SDM, BKD dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa rekrutmen,
promosi, dan mutasi dilakukan sesuai dengan prinsip meritokrasi, di mana penilaian kinerja dan
kompetensi menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Proses evaluasi ini tidak hanya
menilai pencapaian individu, tetapi juga mengevaluasi efektivitas tim, mendorong kolaborasi dan
saling dukung di seluruh organisasi.
Pada tingkat program pelatihan, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmen untuk
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai. Evaluasi mencakup efektivitas desain program
pelatihan, partisipasi aktif dari pegawai, dan dampak positif yang dihasilkan terhadap kinerja mere-
ka.
Selain itu, dalam konteks kebijakan internal, penilaian mandiri sistem merit juga memerhatikan se-
jauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang
adil, transparan, dan mendorong pertumbuhan profesional. Evaluasi ini mencakup keberlanjutan
implementasi kebijakan dan upaya untuk terus meningkatkan sistem merit sebagai landasan uta-
ma manajemen SDM di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
Secara keseluruhan, Penilaian Mandiri Sistem Merit tahun 2023 di BKD dan BPSDM Provinsi DKI
Jakarta mencerminkan semangat organisasi untuk memastikan bahwa prinsip meritokrasi terus
ditegakkan, pegawai terus berkembang, dan kebijakan internal terus beradaptasi dengan dinamika
kebutuhan. Penekanan pada evaluasi holistik ini memperkuat peran BPSDM Provinsi DKI Jakarta
sebagai lembaga yang tidak hanya mengelola SDM dengan bijak tetapi juga berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pegawai yang terampil dan berkompe-
ten.

Dibawah ini Hasil Penilaian Sistem Merit di Provinsi DKI Jakarta:
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f. Implementasi Manajemen Risiko tahun 2023
Pada tahun 2023, BPSDM Provinsi DKl Jakarta mengambil langkah proaktif dalam mengimplemen-
tasikan manajemen risiko sebagai elemen kritis dalam operasionalnya. Dalam upaya menghadapi
dinamika lingkungan, organisasi memandang manajemen risiko sebagai landasan strategis untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapa-
ian tujuan dan kinerja. Proses implementasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah perjalanan
yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh jajaran, dengan tujuan menciptakan budaya organisasi
yang responsif dan tangguh terhadap tantangan.

Langkah pertama dalam implementasi manajemen risiko adalah identifikasi risiko potensial yang
berkaitan dengan berbagai aspek operasional BPSDM. Tim risiko bekerja secara kolaboratif untuk
mengidentifikasi dan mengukur dampak serta probabilitas terjadinya risiko-risiko tersebut. Proses
ini melibatkan pemetaan risiko internal dan eksternal, mulai dari perubahan regulasi hingga fak-
tor-faktor operasional sehari-hari.

Setelah identifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi risiko-risiko tersebut dan mengem-
bangkan strategi mitigasi yang efektif. BPSDM merancang rencana aksi yang tidak hanya bertujuan
untuk mengurangi risiko, tetapi juga meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon dan be-
radaptasi dengan perubahan. Implementasi manajemen risiko pada tahun 2023 di BPSDM Provinsi
DKI Jakarta mencerminkan komitmen serius dalam membangun fondasi organisasi yang kuat dan
Mmampu mengatasi tantangan dengan kecerdasan dan ketangguhan.
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g. Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta 20 (dua puluh) Jam Pelajaran
tahun 2023
Pengembangan Kompetensi ASN sesui dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dalam Pasal 21 Se-
tiap ASN memilikinak dan kesempatan untuk memperoleh pengembangan kompetensi berdasar-
kan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (sebagaimana diubah oleh PP No.17 Tahun 2020)
Ps. 203 Pengembangan Kompetensi bagi PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 ta-
hun. Sedangkan Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan PermenPANRB No0.38 Tahun 2018 tentang
Pengukuran IP ASN Instansi melakukan pengukuran IP ASN setiap tahun dan Peraturan BKN No.8
Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN.
Indeks Profesionalisme ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN ber-
dasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melak-
sanakan tugas jabatan. Terdapat 4 dimensi IP ASN antara lain: Kualifikasi (25%), Kinerja (30%), Disiplin
(5%), Kompetensi (40%).

Tabel 24.
Perhitungan IP ASN untuk Dimensi Kompetensi
: . : . Seminar/Workshop
PAN | opamimpinan | Fungsional | tanun bealan)
P P g . (tahun berjalan)
Struktural 15 - 15 10 40
Fungsional - 15 15 10 40
Pelaksana - - 22,5 17,5 40

Sumber: Pusdatin BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Menindaklanjuti Intruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKl Jakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelak-
sanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Minimal Sebanyak 40 Jam Pelajaran Per Tahun Untuk
Seluruh PNS Provinsi DKl Jakarta, untuk Tahun 2023 target yang dilakukan sebesar 20 jam Pelajaran
per tahun. Untuk itu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program ambisius pengembangan
kompetensi dengan memberikan perhatian khusus pada pelatihan selama 20 (dua puluh) jam pe-
lajaran. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kualifikasi serta keterampilan
para ASN DKI Jakarta, agar dapat beradaptasi dengan perubahan dinamis dalam tuntutan lingkun-
gan kerja. Program pengembangan kompetensi ini bukan hanya sekadar tanggung jawab rutin,
tetapi juga manifestasi dari tekad ASN Provinsi DKI Jakarta untuk terus berkembang dan memberi-
kan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Langkah awal implementasi program ini melibatkan identifikasi kebutuhan kompetensi melalui ka-
jian menyeluruh terhadap tuntutan pekerjaan dan perkembangan sektor publik. Dengan pendekat-
an ini, ASN Provinsi DKI Jakarta dapat menyusun kurikulum yang tepat sasaran dan relevan dengan
tugas dan tanggung jawab masing-masing ASN. Dalam setiap 20 jam pelajaran, para ASN tidak
hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga mendapat kesempatan untuk mengasah keter-
ampilan yang menjadi landasan utama dalam pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan fokus pada pemberdayaan ASN, program ini membuka ruang bagi pertumbuhan profe-
sional dan peningkatan kapasitas individual. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efekti-
vitas program dan menyesuaikan kurikulum agar tetap responsif terhadap perkembangan terkini.
Implementasi pengembangan kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mencermink-
an komitmen organisasi untuk menghadirkan ASN Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya memiliki
keahlian teknis yang unggul, tetapi juga berdaya saing dan siap berkontribusi dalam mencapai visi
dan misi Provinsi DKI Jakarta.
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Lampiran | Surat Kepala Badan Pegembangan Sumber Daya Manusia
Nomor  -0001/DL01
Tanggal 4 Januar 2024

DAFTAR CAPAIAN JAM PELAJARAN (JP) DAN IP ASN DIMENS|
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

o PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023
PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA S e e
NOTA DINAS
Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DK Jakarta
Dari : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-0001/DL.01
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Hal g Lapomn Glpn.n Targd Perjanjian Kinerja Kepala Perangkal Daerah :W"‘*"H."'M'E'n._"n - _:“_ ;:: :::: :: :::. "': 'o“r.n: :;
bangan Kompetensi ASN Badan Pengelolsan Keusrgar Doeroh T | s [woocow| au[1oncow | 2es | voa0on|  seas
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Daerah Sasaran Khusus Terimp inya Peng gan Komp i ASN Provinsi DKI
Jakarta 20 (Dua Puluh) Jam Pelajaran per Tahun, dengan hormat kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut

1. Data capaian realisasi Jam Pelajaran dan IP ASN Dimensi Kompetensi dari setiap
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari
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Gambar 6.
Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta
20 (dua puluh) Jam Pelajaran

h. Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2023
Pada tahun 2023, proses inventarisasi barang milik daerah di Provinsi DKI Jakarta menjadi momen
krusial dalam manajemen aset pemerintah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk merinci dan
mengelola secara efektif seluruh barang milik daerah, termasuk kendaraan, peralatan kantor, dan
fasilitas umum lainnya. Inventarisasi barang milik daerah menjadi fondasi utama dalam menjaga
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset, serta sebagai landasan untuk perencanaan kebu-
tuhan dan pemeliharaan yang optimal.
Tim inventarisasi bekerja dengan teliti, mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya untuk
memastikan ketepatan dan kelengkapan informasi mengenai setiap barang milik daerah. Proses ini
melibatkan pemeriksaan fisik, pencocokan dokumen, dan pembaruan data inventaris untuk men-
ciptakan database yang akurat dan terkini. Melalui pendekatan yang komprehensif, BPAD Provinsi
DKI Jakarta berusaha membangun sistem manajemen aset yang efisien dan terintegrasi.
Selain memastikan keberadaan dan kondisi barang, inventarisasi tahun 2023 juga bertujuan untuk
mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi dalam penggunaan dan pemeliharaan aset. Tim
inventarisasi bekerja sama dengan setiap SKPD untuk mengumpulkan masukan dan melibatkan
stakeholder terkait guna mengoptimalkan pemanfaatan setiap barang milik daerah. Sehingga, hasil
inventarisasi bukan hanya menciptakan data yang akurat, tetapi juga memberikan wawasan strate-
gis untuk peningkatan manajemen aset di masa mendatang.
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BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta,

Dari : Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Nomor : e-0091/TG.02

Lampiran 2 e

Hal : Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Triwulan IV tahun
2023

Sehubungan dengan pemenuhan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan terwujudnya tata kelola Barang Milik Daerah yang baik, telah
dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa
Tanah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta nomor
e-0082 Tahun 2023, tanggal 19 Juni 2023. Tim juga sudah melaksanakan proses
pemutakhiran data dan informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah.

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki
BMD berupa Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2022 Audited, sehingga
pada tahapan ini tidak melakukan Inventaris BMD Gedung dan Bangunan.

3. Gedung dan Bangunan tercatat di KIB Rusak Berat dan menunggu proses
penghapusan untuk pembangunan gedung baru BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak, saya ucapkan

terimakasih.
Jakarta, 08 Desember 2023
Kepala Bada an Sumber Daya Manusia

/ | Jakarta,

g7 3 \g

MOCH,. TAMETAHULLOH T

NIP 198712131997111001
Tembusan :
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
Gambar 7.

Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

i. Manajemen Pengetahuan Tahun 2023

Di Provinsi DKI Jakarta, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadi Koordinator dalam manajemen penge-
tahuan yang dilakukan oleh semua SKPD. Bahwa manajemen pengetahuan bukan sekadar konsep,
tetapi menjadi fondasi kritis dalam mengelola dan meningkatkan kapabilitas SDM. Melalui sistem
manajemen pengetahuan yang canggih, BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai
sumber daya pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan inovasi dalam pelati-
han dan pengembangan SDM.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta memandang pengetahuan sebagai aset yang dinamis dan terus
berkembang. Tim manajemen pengetahuan bekerja secara aktif untuk mengidentifikasi, menge-
lola, dan mendistribusikan pengetahuan terkini melalui platform yang terintegrasi. Selain itu, pro-
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mosi budaya berbagi pengetahuan menjadi kunci dalam membangun kolaborasi di antara ASN,
sehingga setiap individu dapat mengakses pengetahuan yang diperlukan dan berpartisipasi dalam
pertukaran ide.

Implementasi manajemen pengetahuan di Provinsi DKI Jakarta tidak hanya membantu mencip-
takan SDM yang terdidik dan terampil, tetapi juga meningkatkan responsivitas terhadap perubahan.
Dengan kesadaran akan pentingnya pengetahuan dalam mencapai tujuan strategis, Provinsi DKI
Jakarta memastikan bahwa investasi dalam manajemen pengetahuan menjadi landasan utama un-
tuk memberikan pelayanan terbaik dan memajukan pemerintahan di tingkat provinsi.

Dibawah ini rincian dari asset pengetahuan yang diberikan oleh masing-masing SKPD dengan jum-
lah total 273 aset sebagaimana terlampir:

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS |IBUKOTA JAKARTA

NOTA DINAS
Kepada . ¥th. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DK Jakarta
Dari : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DK| Jakarta
Momor : e-0087/DL.01.00
Sifat : Penting
Lampiran  : 1 (salu) Lampiran
Hal : Laporan Capaian target sasaran khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkal
m“LnMn 2023 dengan sasaran Meningkatnya Manaj@men
]

Dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pengetahuan dan menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daarah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghimpunan Aset
Pengetahuan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan penghimpunan
aset pengetahuan dalam bentuk artikel (ulisan dan/atau video,

2. Para Kepala Perangkat Daerah telah mengirimkan minimal 4 (empat) atikel dan/atau
video assel pengelahuan kepada Badan Pengembangangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKl Jakarta pada link hitps./billviAsetPengetahuan-2023 dengan data
terampir,

3. Para Kepala Perangkal Daerah lelah memenuhi target sasaran khusus Perjanjian Kinerja
TW lil dan TW IV Tahun 2023 dengan sasaran Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

Demikian kami sampaikcan, mohon arahan lebih anjut

Jm 15 DGMIIMIEJUZE

Tembusan :
1. Para Asisten Sekda Provinal DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DIl Jakart
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Provinsi DKI Jakarta

JUMLAH
ASET

FORMAT
ASET

Dokumen
Dokumen
I Dokumen
Dokumen
9 Dokumen
gDokumen
Dckumeﬁ
Dokumen
*Dokumen
Video

No. SKPD/OPD KONTEN

Laporan TPID Triwulan 1V-2021

Laporan TPID Triwulan [11-2022

Laporan TPID Triwulan [-2022

Laporan TPID Triwulan | Tahun 2023

Laporan TPID Prov DKI Jakarta - Triwulan | 2021 Final
Buku Laporan TPID TW IV 2022

| 2022-08-01 - Laporan TPID Prov DKI Jakarta - Triwulan 11 2022 |

2021-09-30 - Laporan TPID Prov DKI Jakarta - Triwulan Il 2021

2021-06-36 - Laporan TPID Prov DKI Jakarta - Triwulan Il 2021

BIRO PEREKONOMIAN DAN

50 | KEUANGAN

Aset Pengetahuan Konten Pembelajaran Cara Memakai Kloset

BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI Video | Aset Penge(ahuar} Banlf falr1pah Balaikota

SEKRETARIAT DAERAH

51

Video | Pendingin Ruangan Yang Sejukkan Balaikota DKI Jakarta

Video Pemanfaatan Air Limbah di Balaikota DKI Jakarta

Jakarta, 15 Desember 2023

MOGHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP197812131997111001

Gambar 8.
Laporan Manajemen Pengetahuan

j. Penyusunan modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan

pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun 2023

Tersedianya 1 (satu) modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan

dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah, dalam KSD ini memiliki 2 (dua)

rencana aksi yaitu:

a) Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas dengan kriteria keberhasi-
lannya adalah tersedianya modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pen-
didikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah yang dilaksanakan
pada BO3.

b) Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas dengan kriteria keberhas-
ilannya adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiki kapasitas sensitivi-
tas disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pada B0O9.

Tabel 25.
Dokumen Modul/Kurikulum Pelatihan Disabilitas Bagi ASN
Provinsi DKI Jakarta

No \ Periode \ Target Capaian \ Target \ Realisasi \ Keterangan
1. BO3 Tersedianya 1 (satu) modul/ 100% 100% Tersedianya
kurikulum pelatihan modul/kurikulum
sensitivitas disabilitas pelatihan
dalam program sensitivitas
pendidikan dan pelatihan disabilitas dalam
bagi seluruh Aparatur Sipil program
Negara Pemerintah pendidikan dan
Daerah pelatihan bagi
seluruh Aparatur
Sipil Negara
Pemerintah
Daerah
2. B0O9 120 (seratus dua puluh) 100% 100% Tersusunnya
Aparatur Sipil Negara Laporan 153
Pemerintah Provinsi DKI Aparatur Sipil
Jakarta memiki kapasitas Negara yang
sensitivitas disabilitas telah mengikuti
dalam penyelenggaraan pelatihan
pelayanan publik sensitivitas
disabilitas dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
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Capaian BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada indikator KSD ini mencapai 100%, hal ini dikarenakan
BPSDM berhasil dalam:

Menyediakan 1 (satu) dokumen modul/kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam pro-
gram pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah,;

120 (seratus dua puluh) Aparatur Sipil Negara telah mengikuti pelatihan sensitivitas disabilitas
dalam penyelenggaraan pelayanan publik di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

c) Capaian Sasaran Operasional
a. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur (target 100%, realisasi 100%) Pre-

sentase ini menilai Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, eoffice, arahan melalui media
elektronik, dan arahan lain) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%. Nilai realisasi BPSDM
adalah 100%. Capaian operasional pada indikator ini telah mencapai 100%, adapun TL yang telah
di tindak lanjuti sebanyak 1 (satu) arahan Gubernur baik yang bersifat Informasi maupun yang
membutuhkan tindak lanjut dan (100%).

Tabel 26.
Realisasi TL Arahan Gubernur

ID ‘ Tanggal ‘ Isi Arahan Target ‘ Status Status
Arahan Selesai TL Validasi
543] 27 Perangkat Daerah 17 Selesai Valid
September | Yang Memiliki Lahan | November
2023 Yang tidak terpakai 2023

dapat menawarkan
kepada perangkat
daerah lain  untuk
dimanfaatkan

. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat (Target 100%, Ralisasi 100%)
Perhitungan kinerja dalam indikator ini dengan menghitung Jumlah Realisasi TL Aduan Mas-
yarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%, sampai dengan saat ini seluruh aduan
masyarakat telah ditindak lanjuti, sehingga dapat dikatakan apabila capaian kinerja sebesar 100%.
Aduan masyarakat berasal dari berbagai macam chanel yang dimiliki BPSDM antara lain Email,
Facebook, JAKI dan Twitter yang selesai ditindaklanjuti TL Aduan Masyarakat pada Tahun 2023
dan telah diselesaikan dari jumlah total Aduan sebanyak 19 Laporan, akan tetapi hanya terdapat 3
laporan kesesuaian dengan BPSDM dan tidak sesuai sebanyak 16 Laporan dengan rincian sebagai
berikut:

55 M ¥ . A L 66% & 10.55 O 4 B - A2 il 66% & 1056 B3O & : Nl
o A Masih dalam pengembang:
M Laporan =
ctugas
atistik Laporan .
de per Januar 2024 Caribiaporan Q
Pemantauan Dikerj al Selosai
I —
TW231231SNZJ  31Das2
Keluhan Pelayanan e
o Cek Nilai SKPD
Pertanggal 25 Jan 2024 « 10:55
Pilih Jenis Skpd
© Lsporan privasi
Dinas/Biro/Badan
Selesai 12
© vLovoran privasi f A B c D E
ai SKPD
Kategori A: Nilai dari 85 - 100
© 1sporan privasi » ditemukan 33 Dinas/Biro/Badan
A\ Masih dalam pengembangan
i = j2x3 [ (<] 25 =] 2] [ (]
or  Laporan Tikot Araip Akun Dasbor  Laporan Tiket Amip  Akun BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DA)
MANUSIA
(1 =) < 1l ) <
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Tabel 27.
Realisasi TL Aduan Masyarakat

Ketidaksesuaian Realisasi
Jumlah

Email JAKI Twitter Laporan Kesesuaian Status

¥ EYT]

Laporan

1 17 1 19 16 Laporan 3 laporan Selsesai

c. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal
(BPK)
Merupakan pelaksanaan Sasaran Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan
hasil pemeriksaan eksternal (BPK), dengan penghitungan kinerja 90% dari jumlah rekomendasi
LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD
dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI
tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Nilai realisasi BPSDM adalah 100%.
Capaian operasional pada indikator ini telah mencapai 100%, adapun TL yang telah di tindak lan-
juti sebanyak 2 (dua) LHP yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan Berita Acara Rencana Kiner-
ja Kepala Perangkat Daerah Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta BPSDM
Provinsi DKI Jakarta.

3. Capaian Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator yang pertama yaitu Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM pada
sasaran strategis tahun 2023 merupakan Tujuan dari BPSDM Provinsi DKI yaitu pengembangan kompe-
tensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan knowledge management
dengan Sasaran Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan peng-
gerak partsipasi Masyarakat.

Indikator yang kedua yaitu Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada indeks profesionalitas
ASN pada sasaran strategis tahun 2023 merupakan Tujuan dari BPSDM Provinsi DKI yaitu pengemban-
gan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan knowledge man-
agement dengan Sasaran Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan
dan penggerak partsipasi Masyarakat.

Berikut Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis tahun 2023 dengan ta-
hun-tahun sebelumnya.

Tabel 28.
Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Kondisi Capaian Kinerja Program
Indikator Kinerja Kinerja 2023
Kinerja Awal Capaian Tingkat Capaian Tingkat
RPD Target Capaian Target Capaian
1. Indeks Sistem 31 30,97 3355 Melebihi 31 38 Melebihi
Merit pada aspek Target Target

dan Sub Aspek
Lingkup BPSDM

2. Nilai Dimensi 38,7 36 38,13 Melebihi 38,7 Data
pengembangan Target Belum
kompetensi Rilis
pada indeks (DBR)
profesionalitas
ASN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ‘
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4. Capaian Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Berikut capaian Indeks Sistem Merit beberapa Pemerintah Daerah tahun 2022 hasil penilaian Komi-

si Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diumumkan dalam laporan tahunan KASN yang dipublikasikan
melalui website KASN :

Tabel 30
Laporan Tahunan KASN

No Pemerintah Daerah ‘ Predikat
1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 396.5
2 Pemerintah Provinsi Bali 386.5
3 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 353
4 | Pemerintah Provinsi DIY 349
5 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3405
6 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 3375
7 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 3355
8 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 3355
9 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 332
10 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 33]

Sumber : Laporan Tahunan KASN, website KASN

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi

Keberhasilan penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi DKl Jakarta dapat dipengaruhi oleh sejum-

lah faktor, antara lain:

a.

b.

Desain program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ASN dan berbasis pada perkembangan ter-
kini dapat meningkatkan daya tarik peserta dan keterlibatan aktif mereka;

Keberhasilan juga terletak pada penggunaan metode pengajaran yang inovatif dan teknologi informa-
si untuk memperkaya pengalaman belajar;

. Kualitas pengajar dan fasilitator menjadi faktor kunci. Mereka harus memiliki kompetensi yang tinggi,

pengalaman yang relevan, serta kemampuan berkomunikasi yang efektif untuk memberikan dampak
positif pada peserta.

. Dukungan dan pemantauan yang cermat terhadap kinerja pengajar juga dapat meningkatkan kuali-

tas pengajaran dan meningkatkan keberhasilan program pelatihan.

. Gedung BPSDM yang belum dikelola secara mandiri dalam rangka integrasi dan percepatan konekti-

vitas antar penyelenggara diklat dan narasumber, pengajar dan pihak ketiga lainnya.
Merencanakan kegiatan pengembangan JakCorpU untuk dapat diimplementasikan secara penuh dan
berdampak dalam peningkatan kinerja pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta yang selaras dengan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ‘
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tujuan strategis pimpinan tertinggi.

g. Pendekatan dan pencarian data pendukung ke OPD secara terus menerus yang menaungi JFT ter-
tentu serta membuka koordinasi dengan instansi pembina JFT untuk mendapatkan arahan terkait
metode uji kompetensi dan penjadwalan kegiatan.

Namun, seiring dengan keberhasilan tersebut, beberapa tantangan dapat muncul. Dalam konteks
ini, alternatif solusi antara lain:

a. Implementasi evaluasi program yang menyeluruh dan terjadwal;

b. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan
actual;

c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan industri juga dapat menjadi solusi efektif
untuk mengakomodasi tren dan kebutuhan kompetensi yang terus berubah di lingkungan kerja;

d. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan para peserta dalam perencanaan dan penilaian program
diklat dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ke-
berhasilan penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Hasil yang telah disampaikan pada realisasi Sasaran Strategis diatas, dapat disimpulkan bahwa
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dikatakan berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam
pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan an-
tara lain:

1. Tersampaikannya Tujuan dan Sasaran Organisasi, hal ini dibuktikannya dengan ditetapkannya Perjan-
jian Kinerja sampai dengan tingkat pelaksana;

2. Disediakannya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan, dibuktikan dengan adanya Anggaran
yang mencukupi untuk pelaksanaan pelatihan tersebut;

3. Program dan kegiatan penunjang layanan terealisasi dengan baik. Program dan kegiatan serta pagu
yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Kunci BPSDM yaitu Indeks Sistem Merit pada aspek dan
Sub Aspek Lingkup BPSDM dan yang kedua Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada indeks
profesionalitas ASN yang realisasinya jauh diatas target yang ditetapkan;

4. Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sangat membantu BPSDM dalam mencapai berapa target indikator
Tujuan dan Sasaran, antara lain:

a. KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dengan target yaitu Laporan Hasil
Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi perencanaan 4
tahun dan implementasi pada Sub Kegiatan Strategis Daerah Tata Kelola Pemerintahan Yang Profe-
sional SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

b. KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dengan target yaitu 1 dokumen mod-
ul/kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Strategis Daerah Transformasi Digital

5. Faktor pendukung keberhasilan BPSDM Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah inovasi yang telah

mendapatkan penghargaan atas inovasi yang diberikan antara lain:

a. Pada Kamis, 21 Desember 2023 BPSDM Provinsi DKI
Jakarta meraih penghargaan Keterbukaan Informa-
si Publik Tahun 2023 sebagai Badan Publik "Infor-
matif"' dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di
Balai Agung, Balaikota, DKI Jakarta. Piagam ini di
diberikan langsung oleh Bapak Harry Ara Hutabarat,
S.H., M.H, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi
DKI Jakarta dan diterima oleh Bapak Mochamad
Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T,, M.Sc., selaku Kepala
BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga dengan adan-
ya penghargaan ini BPSDM Provinsi DKI Jakarta
dapat terus meningkatkan kepatuhan terkait im-
plementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No 14
tahun 2008.
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b. Selamat dan sukses untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang
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telah memperoleh Akreditasi dengan predikat A sebagai
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakredita-
si di Bidang Teknis Penanggulangan Bencana dalam Menye-
lenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Manajemen Bencana. Penyerahan penghargaan tersebut
diserahkan oleh Bapak Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes. selaku
Sekretaris Utama BNPB kepada BPSDM Provinsi DKI Jakarta
yang diwakilkan oleh Bapak Achmad Zaki Syafii selaku Kepa-
la Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi
Kompetensi di DoubleTree by Hilton Hotel pada tanggal 17
November 2023. Semoga dengan adanya penghargaan ini,
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat terus berkontribusi dalam
meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan penang-
gulangan bencana.

. Pada Senin, 27 November 2023 BPSDM Provinsi DKI Jakarta

meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagai salah satu Lembaga
Pendidikan yang bekerja sama dalam penyelenggaraan
Kegiatan Akselerasi Pelatihan Struktural Kepemimpinan
Pegawai (PKA/PKP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, pada 23 Lembaga Pendidikan K/L/Prov

. di Seluruh Indonesia Tahun 2023, dengan Nomor Penghar-

gaan: M.HH-14.KP.05.03 Tahun 2023. Piagam ini di diberikan
langsung oleh Bapak Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.,, Ph.D,,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan diteri-

ma oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T,,
M.Sc., selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga
dengan adanya penghargaan ini BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta dapat terus meningkatkan kualitas sebagai lembaga
pendidikan yang berkualitas dan professional.

. Selamat dan sukses untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang

telah memperoleh penghargaan terbaik Ill sebagai Lemba-
ga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2023 kategori
Adaptive Learning Strategy dengan Tema Pengembangan
Metode dan Bentuk Pengembangan Kompetensi Non Klasi-
kal Kategori Pemerintah Daerah, pada kegiatan LAN Award
Penghargaan Makarti Bhakti Nagari yang diselenggarakan
oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan langsung
oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Bapak Dr. Adi
Suryanto, M.Si. kepada Kepala Badan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Bapak Mochamad
Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc di Ruang Aula Prof.
Agus Dwiyanto, Gedung A, Lt. 2, Kantor Lembaga Adminis-
trasi Negara pada tanggal 8 Agustus 2023. Terima kasih kami
ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat, semoga
adanya penghargaan ini dapat membangkitkan semangat
untuk terus berinovasi dalam memajukan kompetensi ASN
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e. Selamat dan sukses untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta atas
penerimaan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen
Anti Penyuapan SMAP. BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus
memperkuat tata kelola organisasi dengan memastikan
penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyua-
pan (SMAP) berjalan dengan baik pada seluruh operasional
Organisasi. Langkah ini merupakan upaya perusahaan untuk
meningkatkan penerapan Good Corporate Governance dan
pencegahan tindak pidana korupsi di organisasi BPSDM
Provinsi DKI Jakarta. Dengan diterimanya sertifikat ISO
37001:2016 SMAP, BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah menun-
jukkan komitmennya untuk menjadi organisasi yang bersih
dari korupsi. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi moti-
vasi bagi organisasi lain untuk menerapkan SMAP dan turut
serta dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM) Dan (Anggaran)

Dalam penggunaan sumber daya baik manusia (SDM) dengan kontingen 106 PNS dan anggaran di
BPSDM Provinsi DKI Jakarta, menggambarkan strategi manajemen SDM yang cermat dan responsif ter-
hadap kebutuhan organisasi. Dalam realitas dinamika lingkungan pemerintahan dan pelatihan, jumlah
PNS yang seimbang dengan tugas dan tanggung jawab BPSDM memberikan gambaran akan pemilihan
SDM yang tepat. Proporsionalitas ini menandakan pendekatan manajemen SDM yang cerdas, memu-
ngkinkan BPSDM untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang telah diberikan walaupun masih terdapat
kekurangan pegawai tetapi dapat memaksimalkan potensi yang ada dengan menciptakan efisiensi tan-
pa mengorbankan kualitas dengan memanfaatkan semaksimal mungkin terhadap anggaran yang ter-
sedia.

Diversitas keterampilan dan kompetensi para PNS yang menjadi tulang punggung BPSDM bukan
hanya memberikan efisiensi dalam pengelolaan SDM, tetapi juga menjadi nilai tambah dalam efisiensi
anggaran. Pendekatan cerdas dalam penyebaran tugas sesuai dengan keahlian masing-masing indivi-
du menciptakan sinergi yang menghasilkan kinerja optimal dalam pelatihan dan pengembangan SDM,
sambil tetap meminimalkan biaya operasional.

Program pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran pada tahun 2023, selain member-
ikan dampak positif terhadap efisiensi waktu, juga mengindikasikan penggunaan anggaran yang bijak.
Dengan memberikan ruang bagi setiap PNS untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mer-
eka, BPSDM tidak hanya mencapai efisiensi dalam pengelolaan SDM, tetapi juga memastikan bahwa
setiap investasi anggaran memiliki dampak nyata dalam peningkatan kualitas SDM.

Dengan mengintegrasikan efisiensi pengelolaan SDM, diversifikasi keterampilan, program
pengembangan kompetensi yang bijak, dan manajemen anggaran yang cerdas, BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta menciptakan pola yang sinergis dan komprehensif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab-
nya. Ini bukan hanya mencerminkan keberhasilan operasional yang optimal, tetapi juga berdampak posi-
tif dalam pencapaian tujuan strategis BPSDM sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan SDM.

7. Analisis Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kega-
galan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Analisis program dan kegiatan, termasuk sub kegiatan, di BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadi pe-
nentu utama keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja. Pertama, program
pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran pada tahun 2023 menjadi poin kunci. Keberhasilan
program ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM di Provinsi DKI Ja-
karta. Namun, evaluasi dan pengawasan yang kurang ketat dalam pelaksanaannya dapat menjadi faktor
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kegagalan, menghambat potensi pencapaian yang optimal.

Pentingnya manajemen pengetahuan juga terlihat dalam program dan kegiatan BPSDM. Keterse-
diaan pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah diakses dapat memberikan dorongan signifikan
terhadap keberhasilan pelatihan dan pengembangan. Sebaliknya, kegagalan dalam menciptakan bu-
daya berbagi pengetahuan atau implementasi sistem manajemen pengetahuan yang kurang responsif
dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran.

Efisiensi penggunaan anggaran menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan program

dan kegiatan. Program pengembangan kompetensi, inventarisasi barang, dan manajemen pengetahuan
membutuhkan alokasi anggaran yang proporsional. Keberhasilan program-program tersebut terkait erat
dengan pengelolaan anggaran yang bijak dan responsif terhadap kebutuhan aktual.
Terakhir, keberhasilan atau kegagalan dalam kolaborasi dengan SKPD lainnya dan keterlibatan BPSDM
Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) menjadi penentu signifikan. Kerjasama yang
efektif dan terlibat dalam keberhasilan KSD yang menjadi tanggung jawab SKPD lainnya dapat mencip-
takan sinergi yang mendukung pencapaian pernyataan kinerja. Sebaliknya, ketidakpartisipan atau ku-
rangnya kolaborasi dapat menjadi hambatan signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis
BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Secara keseluruhan, keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja di BPSDM Provinsi
DKI Jakarta sangat tergantung pada efektivitas program dan kegiatan yang dijalankan, serta kemam-
puannya dalam mengatasi potensi hambatan dan tantangan yang muncul. Evaluasi menyeluruh terha-
dap aspek-aspek tersebut menjadi kunci untuk mengoptimalkan kontribusi BPSDM dalam mendukung
pengembangan SDM di Provinsi DKI Jakarta.

8. Rencana Kedepan Guna Meningkatkan Capaian

Untuk meningkatkan capaian kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta ke depan, diperlukan rencana
aksi yang komprehensif dan terstruktur, Guna mengoptimalkan capaian Indeks Sistem Merit Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

Tabel 31.
Rencana Aksi Tahun 2024
No ‘ Kegiatan Strategis Daerah ‘ Rencana Aksi 2024 ‘ Target
1 Indeks sistern merit pada aspek | RAIl Penyusunan Grand T/O1. Dokumen
dan Design Kelembagaan Perencanaan Pengembangan
sub aspek lingkup BPSDM serta Dukungan Kompetensi ASN berbasis
Kepegawaian dan Corporate University Pemerintah
Pengembangan Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota
Kompetensi SDM Global

Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Menuju Kota
Global

RA2. Pelaksanaan T/O2.1. Tersedianya Laporan
peningkatan kompetensi | Pelaksanaan peningkatan
melalui praktik kerjadan | kompetensi melalui praktik kerja
pertukaran pegawai dan pertukaran pegawai

melalui praktik kerja dan
pertukaran pegawai
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No ‘ Kegiatan Strategis Daerah ‘ Rencana Aksi 2024 ‘ Target

RA2. Pelaksanaan T/O2.1. Tersedianya Laporan
peningkatan kompetensi | Pelaksanaan peningkatan
melalui praktik kerjadan | kompetensi melalui praktik kerja
pertukaran pegawai dan pertukaran pegawai

melalui praktik kerja dan
pertukaran pegawai

2 | Peningkatan Pelaksanaan Evaluasi Laporan hasil monitoring
Profesionalitas dan Implementasi SAKIP penyelesaian rekomendasi hasil
Kinerja Aparatur Sipil SeluruhPerangkat evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Negara Daerah Tahun 2023

3 | Peningkatan Profesionalitas RAIl. Penyediaan T/O1.1. Surat Edaran akses
SDMPemprov DKI Jakarta lingkungan tanpa materi e-learning

hambatan bagi terkait sensitivitas penyandang
Penyandang Disabilitas disabilitas kepada Perangkat
Daerah

T/O1.2. Tersedianya 40% pegawai
pemprov DKI Jakarta yang
mengakses materi e- learning
terkait sensitivitas penyandang
Disabilitas

RA2.1. Pelaksanaan Rapat | T/O2.1. Tersedianya Laporan

koordinasi Pelaksanaan Rapat koordinasi
Pengembangan Pengembangan
Kompetensi Kompetensi untuk

mencapai IP ASN
dengan Pengelola
Kepegawaian

RA2.2. Pelaksanaan Rapat | T/O2.2. Tersedianya

koordinasi Laporan Pelaksanaan
Pengembangan Rapat koordinasi
Kompetensi Pengembangan

Kompetensi untuk
mencapai IP ASN
dengan Pengelola
Kepegawaian
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Adapun rencana aksi pengembangan kompetensi yang perlu dipertimbangkan kedepan antara lain:

Pertama, dalam hal pengembangan kompetensi, BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan mempertim-
bangkan perluasan dan diversifikasi program pelatihan. Menyesuaikan kurikulum dengan perkemban-
gan terkini dan menjangkau berbagai lapisan ASN dapat meningkatkan dampak positif pada pengem-
bangan SDM di Provinsi DKI Jakarta.

Kedua, peningkatan teknologi informasi. Penggunaan sistem yang terotomatisasi dapat mem-
permudah pelaksanaan, pelaporan, pemantauan secara efisien. Selain itu, penerapan teknologi dapat
meningkatkan akurasi data dan meminimalkan risiko kesalahan serta mempercepat layanan yang diber-
ikan.

Pada sisi manajemen pengetahuan, memperkuat budaya berbagi pengetahuan dan meningkat-
kan aksesibilitas informasi dapat diwujudkan melalui platform digital. Pembentukan forum diskusi, ba-
sis data pengetahuan, dan pelibatan aktif OPD dan ASN dalam pengembangan inovasi dapat menjadi
langkah-langkah strategis. Peningkatan sumber daya dan infrastruktur teknologi informasi akan menjadi
investasi yang krusial untuk mencapai tujuan ini.

Efisiensi anggaran dapat ditingkatkan dengan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan yang
lebih terinci dan responsif. Evaluasi rutin terhadap alokasi anggaran, pemantauan terhadap penggunaan
dana, dan penyesuaian strategis sesuai kebutuhan aktual dapat membantu mengoptimalkan penggu-
naan anggaran yang tersedia.

Terakhir, kolaborasi dengan SKPD lainnya dan partisipasi dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
dapat ditingkatkan melalui pembentukan tim lintas-sektor. Membuat perjanjian kerjasama yang jelas
dan mengidentifikasi tanggung jawab bersama dalam pencapaian tujuan strategis akan memperkuat
sinergi dan dampak positif terhadap kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan komunikasi dan
koordinasi antarlembaga juga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama.

Rencana aksi ini haruslah disusun secara berkelanjutan, melibatkan stakeholder internal dan ekster-
nal, serta mempertimbangkan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi yang efektif. Dengan
mengadopsi langkah-langkah ini, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat memastikan peningkatan berkelan-
jutan dalam mendukung pengembangan SDM di Provinsi DKI Jakarta.

BPSDM juga telah menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dan PMPRB Tahun 2022 dengan diterbit-
kannya Berita Acara hasil Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP dan PMPRB pada tahun 2023 sebagaimana
terlampir:
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BERITA ACARA PENYELESAIAN TINDAIK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DAN PMPRB TAHUN 2022
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHE SAKIP dan PMPRB Tahun 2022

Tindak Lanjut PIVIPRB
[ 'No Rekomendasi Evaluasi PMPRB Tindak lanjut Hasil Telah Tidak Keterangan
evaluasi Sesuai | Sesuai
1| Menyusun dokumen Rencana Kerja Tim - SKTim Reformasi v
Reformasi Birokrasi sekaligus Birokrasi
mensosialisasikan kepada seluruh jajarannya; | - Rencana Kerja RB
2 | Melakukan monitoring dan evaluasi rencana Monev Kegiatan v
kerja tim reformasi birokrasi serta Triwulan
tindaklanjutnya secara berkala dan
melaporkannya kepada Sekretaris Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3 | Melakukan pembentukan agent of SK Kepala Badan v
change/role model yang kemudian tentang Agent of
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Change
sesuai ketentuan yang berlaku;
4 | Melakukan harmonisasi kebijakan yang ada - Pergub Perencanaan v
terhadap peraturan perundang-undangan terintegrasi
yang berlaku; - Kepguhb JakCorpu
- Insekda Sijule
5 | Membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Laporan SPBE %
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi,
Implementasi SPBE, menyusun Proses Bisnis
serta membuat SOP pelayanan dan kebijakan
pemberian penghargaan serta sanksi atas
pemberian pelayanan sehingga dapat
mendorong pelaksanaan pelayanan publik
yang lebih cepat dan efisien, dan terintegrasi;
6 | Melakukan identifikasi kebutuhan Peta Bangkom 2022 v
pengembangan kompetensi SDM;
7 | Menerapkan pelaksanaan penanganan Saluran WBS dalam v
gratifikasi serta melakukan tindak lanjut serta | Website
-evaluasi penanganan gratifikasi; - s e e
8 | Menyusun Peta Proses Bisnis; Proses Bisnis BPSDM v
Membuat SOP pelayanan dan kebijakan - Penghargaan Pegawai v
pemberian penghargaan serta sanksi atas - SK SOP pemberian
pemberian pelayanan; penghargaan
10 | Melakukan survei kepuasan masyarakat Laporan Evaluasi v
terhadap pelayanan dan mempublikasikan Kepuasan Peserta
Hasil survei kepuasan masyarakat;
11 | Menerapkan SPIP secara keseluruhan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008, dengan:

<% Provinsi DKI Jakarta
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No Rekomendasi Evaluasi PMPRB Tindak lanjut Hasil Telah Tidak Keterangan
evaluasi Sesuai | Sesuai

a | menyusun SK TIM SPIP dan SKSPIP v
menginformasikan serta dikomunikasikan
pada semua unit sesuai dengan Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153
Tahun 2021;

b | melakukan identifikasi risiko pada Identifikasi risiko v
seluruh  lingkungan pengendalian, ’

12 | Melakukan evaluasi terkait penanganan Laparan Evaluasi v !
Benturan Kepentingan dan melakukan tindak
lanjut atas hasil evaluasi tersebut ‘
Tindak Lanjut SAKIP
No Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tindalk lanjut Hasil Telah Tidak | Keterangan
evaluasi Sesuai Sesuai

1 | Menindaklanjuti rekomendasi dan saran yang | LAKIP 2022 v
ada di LKIP setiap tahunnya untuk evaluasi
pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian
kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dan
dapat mempengaruhi perubahan budaya
kinerja organisasi

2 | Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Internal SK Tim Evaluasi SAKIP v
secara berjenjang pada tahun 2023 dengan
membuat SK Tim/Surat Tugas dalam kaitan
melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
internal BPSDM

Petugas Verifikator

Pemantauan Jindak Lanjut
A

N

NIP. 19811028201001131

Fadhliansyah Sukmana
1P. 199012172020121010

i Pengendjfi [Feknis

Budi Raharjo

aria Roseta
NIP. 196808111993032005

Jakarta, 10 Juli 2023,

anganSumber Daya Manusia
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BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

: a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih

dan bebas dari korupsi, kolusi dan ncpotisme, meningkatkan
kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kmer_ga birokrasi, pcrlu adanya penyelenggaraan
sistem akun kinerja p

b. bahwa dalam rangka menin kualitas peny raan

sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah provinsi DKI
Jakarta perlu dilakukan evaluasi;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rckomendasi Inspektorat
dalam Evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja
pemerintah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
perlu menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan ¢ perlu menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

-

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Kecuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021

tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintabi;

6. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PADA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Struktur dan Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain

a. Ketua, memiliki tugas memimpin dan memastikan pelaksanaan
tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan sesuai
prosedur dan penuh tanggung jawab;

b. Sekretaris, memiliki tugas mengkoordinir Tim dalam
pengumpulan data dan informasi, proses penelaahan dan
evaluasi kinerja, pemberian rekomendasi hasil evaluasi internal
dan hasil evaluasi APIP, penyusunan dan penyampaian laporan
hasil evaluasi akuntabilitas kmerja internal kepada APIP;

<. ililsi lug,i:\s lak \ kerja dan

kmcl.ja da.n scrapan anggaran,
pengendalian hambatan kc-rJa, dan mclaporkan kinerja secara
berkala pada masing-masing bidang dan unit pelaksana tugas
dengan penuh tanggung jawab;

d. Anggota Sekretarial; memiliki tugas mengumpulkan data dan
informasi, menelaah dan mengevaluasi kinerja, memberikan
usulan rekomendasi evaluasi internal, serta menyusun laporan
hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Surat Keputusan ini agar dilaksanakan dengan baik dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta berlaku terhitung mulai tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
anggal 31 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

/PROVINSI DKI JAKARTA,

S

Provinsi DKI Jakarta
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Lampiran : Keputusan Kepala Badan

Provinsi DKI Jakarta

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

28 Tahun 2023
31 Maret 2023

Nomor
Tanggal

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA

) § i S—
NO NAMA NIP NRK | GOL. JABATAN DALAM TIM :
3 2 3 “EERE 6 7 |
1 MUHAMAD ARIF AMIEN 197007051997031004 122943 /B SEKRETARIS BADAN KETUA !
| .
g AQIB MAIMUN 198308052011011011 181575 | /D KETUA SUBKELOMPOK PROGRAM DAN PELAPORAN SEKRETARIS
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPE’TED;SI ] B |
3 INDANG MURNININGSIH 197101151997032005 121614 [ /B DASAR, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL ANGGOTA
- ‘ KEPALA BIDANG PENJAMINAN MUTU, TUGAS BELAJAR ‘
4 ACHMAD ZAKI SYAFIL 196807121991091001 115875 | IV/A DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI ANGGOTA ‘
|
i KEPALA BIDANG ANLISIS KEBUTUHAN, PERANCANGAN,
5 HERDI MELANTO 197205031998031008 | 123786 | IV/B PENGEMBANGAN DAN EVALUASI ANGGOTA
KEPALA UPT PUSAT DATA DAN INFORMASI
| B ANTON DEWANTO 197109131998031002 123939 | IV/B PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ANGGOTA
T ACHMAD ZEN 197912222006041014 165651 /D KEPALA UPT ?g;g;ﬁiﬁrg?ﬂg;\mxompmzws{ ANGGOTA
| ]
KEDUDUKAN
(o] NAMA
N NIP NRK J GOL. JABATAN DALAM TIM |
1 2 3 q IR 6 7
8 YUDI WIBOWO 198202232010011016 | 179644 | 1lI/C KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN ANGH A
SEKRETARIAT
ENGGARTIASTO TRI - ; ’ ANGGOTA
9 ATMOJO S 199405242017081001 | 202447 | 11/B PENGOLAH DATA PROGRAM DAN PELAPORAN SEKRETARIAT
10 | JULIANTO FORESA 199107292022031006 | 202559 | 1II/A PENGOLAH DATA PROGRAM DAN PELAPORAN GO
SEKRETARIAT
11 | BENNY MATRIKSA 197811072010011006 | 198314 | 1V/C WIDYAISWARA AHLI MADYA sy |
‘ SEKRETARIAT
. ‘ ANGGOTA
12 HARIS IRIYANTO 197011301999031003 | 163487 ‘ 1I/D WIDYAISWARA AHLI MUDA SEKRETARIAT
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C. Sumber Daya Manusia
Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 berjumlah 106 Orang Pegawai dengan
rincian sebagai berikut:
1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan
Ditinjau berdasarkan kepangkatan, sebagian besar pegawai berada pada pangkat lll/d dengan
total 25 orang (23,58%) dan sebanyak 10 orang (9,4%) dari jabatan Fungsional Widyaiswara dari to-
tal pegawai sebanyak 106 orang (100%). Urutan kedua terbesar adalah pangkat lll/b dengan total
17 orang (16,03%) dan sebanyak 16 orang (15,09%) dari jabatan pelaksana. Data ini menunjukkan
pegawai yang berada pada pangkat ll1/d, lll/c dan Ill/b hamper mendominasi sehingga memiliki
kesempatan untuk mengembangkan karir. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki BPSDM dan
perlu dikembangkan melalui pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai
dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 32.
Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan
LAPORAN DATA PEGAWAI - BERDASARKAN JENJANG KEPANGKATAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

JABATAN PEGAWAI ASN _Tw/x  1v/o  rw/c  3v/s  Iv/a  1xxfp  1infe 13nfs 1n3/Aa ixfo 1i/e 3nfm 1n/A JUMLAH
CODE STRUKTURAL
ES2 - PIMPINAN TINGGI PRATAMA - - 1 - - - - - - - - - - 1
ES3 - ADMINISTRATOR - - - 4 1 1 - - - - - - - 3
ES4 - PENGAWAS = = - - = 2 2 = = 2 2 = 5 4
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL - - 1 4 1 3 2 - - - - - - 11
SUBKELOMPOK
SUBKELP = KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA - - - - - 3 - - - - - - - 3
SUBKELF = KETUA SUBKELOMPOK - FUNGSIONAL - - - - 3 2 - - - - - - - -
JUMLAH JABATAN SUBKELOMPOK - - - - 3 5 - - - - - - -
FUNGSIONAL
WIUT - WIDYAISWARA AHLI UTAMA 5 4 - - - - - - - - - - - g
WIMA - WIDYAISWARA AHLI MADYA - - 6 5 4 - - - - - - - - 15
WIMU = WIDYAISWARA AHLI MUDA - - - - 3 10 - - - - - - - 13
WIPE - WIDYAISWARA AHLI PERTAMA e U BN = R e - 2 1 - o R S - 3
JUMLAH JABATAN FUNGSIONMAL L _‘_ [ L 7 10 2 1 - L - - 40
PELAKSANA
SATPEL - KETUA SATUAN PELAKSANA - - - - 3 i 1 x| - - - - - 6
TTA = TEKNIS TINGKAT AHLI - - - - - 4 7 L 2 - 1 - - 18
TIT = TEKNIS TINGKAT TERAMPIL - - - - - 2 3 3 - 1 - - - -]
ATA = ADMINISTRASI TINGKAT AHLI - - - - - - - - 1 - - - - 1
ATT = ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL - - - - - - 1 - 3 - s 2 13
CPNS - CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL - - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH JABATAN PELAKSANA e e e 7 T 1 3 4 D 47
JUMLAH SELURUH PEGAWAI ASN 5 4 7 9 12 25 15 17 3 4 1 2 2 106

Sub Bagian Uscm dan Kepegawaian

Badan Pangembangan Sumber Daya Mancsia Provinsi DK Jakarts

2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Ditinjau berdasarkan jabatan, sebagian besar pegawai berada pada jabatan Pelaksana dengan
total 47 orang atau 44,33% dan sebanyak 40 orang atau 37,73% dari jabatan Fungsional Widy-
aiswara dari total pegawai sebanyak 106 orang (100%). Data ini menunjukkan pegawai yang bera-
da pada jabatan struktural sebanyak 11 orang atau 10,37% dan sebanyak 8 orang atau 7,54% yaitu
jabatan sub kelompok. Hal ini merupakan modal SDM yang dimiliki dan perlu dikembangkan
melalui pembinaan pengembangan kompetensi pegawai agar potensi pegawai dapat diberday-
akan secara penuh.

‘ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
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Tabel 33.
Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan
LAPORAN DATA PECAWAI - BERDASARKAN JABATAN

BADAN PENCEMBANCAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DEI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

JABATAN FECANAI ASN JUMLAH
STRUKTURAL
ES2 - PIMPINAN TINGCI PRATAMA 1

mm
o

KELP - KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA
BEELF - KETUA SUBXELOMPOX - FUNGCSIONAL
JUMLAE JABATAN SUBKELOMPOK

']

o |

FUNCSIONAL
WIDYAISHARA AHLI UTAMA

- 3
WINA - WIDYAISWARA AHLI MADYA 15
WIND - WIDYAISWARA AHLI MUDA 13
WIPE - WIDYAISWARA AHLI PERTAMA 3

JUMLAH JABATAN FUNCSIOMAL 40

PELAKSANA

SATPEL - KETUA SATUAN PELAKSANA B
TTA - (NIS TINCKAT AHLI 18
TT? - TEKNIS TINCKAT TERAMPIL B
ATA - ADMINISTRASI TINGKAT AHLI 1
ATT = ADMINISTRASI TINCKAT TERANPIL 13
CPNE = CALON PEGAMAI NECERI SIPIL )

JUMLAH JABATAN FELAKSANA 47

JUMLAE SELURUH PECANAI ASN 106

3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Distribusi pegawai BPSDM Provinsi DKl Jakarta berdasarkan pendidikan menunjukkan sebagian
besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan S2 ke atas dengan proporsi: S2
sebanyak 48 orang (45,28%), sedangkan Sl sebanyak 26 orang atau sebesar 24,52%. Dengan kata
lain, 69,81% pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta atau sebanyak 74 orang adalah mereka yang
telah menyelesaikan pendidikan S1dan S2, sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifi-
kasi permasalahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah den-
gan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dalam hal
pelayanan kepada ASN di Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam menggunakan data dan infor-
masi, menemukenali permasalahan, dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.

Sementara, sebanyak 9 orang (8,49%) adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan
Strata 3, dan terdapat di jabatan Funsional Widyaiswara. Sedangkan selebihnya berpendidikan
D4 dan D3 dimana kebanyakan dari mereka adalah PNS yang diangkat antara tahun 2005-2010
yang berarti masih ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
Sedangkan sebanyak 13 orang (12,26%) pegawai berpendidikan SMA. Jumlah pegawai BPSDM
pada saat ini mengalami kekurangan terutama pada tingkat pelaksana, sehingga belum dapat
dikatakan bahwa pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan.
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Tabel 34.
Pegawai Berdasarkan Pendidikan
LAPORAN DATA PEGAWAI - BERDASARKAN PENDIDIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

JABATAN PEGAWAI ASN STRATA 3 STRATA 2 STRATA 1 DIPLOMA 4 DIPLOMA 3 SLTA JUMLAH
CODE STRUKTURAL
ES2 - PIMPINAN TINGGI PRATAMA - 1 - - - - 1
ES3 = ADMINISTRATOR - 4 2 = oo = 3
ES4 - PENGAWAS = 2 2 = = = 4
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL - 7 4 - - - 11
SUBKELOMPOK
SUBKELP = KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA - 2 1 - - - 3
SUBKELF = KETUA SUBKELOMPOK = FUNGSIONAL - 3 2 = - - 5
JUMLAH JABATAN SUBKELOMPOK - 3 - - - 8
FUNGSIONAL
wIiuT - WIDYAISWARA AHLI UTAMA 6 3 - - - - 9
WIMA = WIDYAISWARA AHLI MADYA 3 12 - - - - 15
wWIMU - WIDYAISWARA AHLI MUDA - 13 - - - - 13
WIPE - WIDYAISWARA AHLI PERTAMA - 3 - - = = 3
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL 9 31 - - - - 40
PELAKSANA
SATPEL - KETUA SATUAN PELAKSANA = 1 4 1 = - &
TTA = TEKNIS TINGKAT AHLI - 3 12 2 1 - 18
TTT = TEKNIS TINGKAT TERAMPIL - 1 2 2 4 - 9
ATA = ADMINISTRASI TINGKAT AHLI - - 1 - - - 1
ATT - ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL - - - - - 13 13
CPNS - CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL - - - - - - -
JUMLAH JABATAN PELAKSANA - 5 19 5 5 13 47
JUMLAH SELURUH PEGAWAI ASN 9 48 26 5 5 13 106

Sub Bagian Dmum dan Kepegawaian

Badan Pangembangan Susbaer Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

4.

Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia

Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 51-60
tahun, yaitu 38,67% atau 41 orang. Kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur di
atas 60 tahun, yaitu hanya sebesar yaitu 4,71% atau 5 orang. Tabel di bawah menunjukkan bahwa
dalam 2 tahun (2023-2025) yang akan datang terdapat .... orang atau .....% pegawai yang akan
pensiun. Hal ini harus segera diantisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan
analisis beban kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2023-2026.
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Tabel 35.
Pegawai Berdasarkan Usia
P DATA I - KELOMPOK USIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

Provinsi DKI Jakarta

I ASN DIBAWAH 25 25 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 DIATAS 60 JUMLAH
CODE STRUKTURAL
ES2 - PIMPINAN TINGGI PRATAMA - - - 1 - - 1
ES3 = ADMINISTRATOR - - - 1 5 - €
ES4 - PENGAWAS - - 2 1 1 - 4
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL - - 2 3 6 - 11
SUBKELOMPOK
SUBKELP - KETUA SUBKELOMPCK - PELAKSANA - - 2 1 - - 3
SUBKELF - KETUA SUBKELOMPOK - FUNGSIONAL - - 2 1 2 - 5
JUMLAH OMPOK - - 4 2 2 - 8
FUNGSIONAL
WIUT - WIDYAISWARA AHLI UTAMA - - - - 4 9
WIMA - WIDYAISWARA AHLI MADYA - - 1 4 10 - 15
WIMU - WIDYAISWARA AHLI MUDA - - 2 3 8 - 13
WIPE - WIDYAISWARA AHLI PERTAMA - - - 2 1 - 3
JUMLAH FUNGS IONAL - - 3 9 23 5 40
PELAKSANA
SATPEL = KETUA SATUAN PELAKSANA = 1 4 = ¢ - 6
TTA = TEKNIS TINGKAT AHLI = 3 13 2 . - 18
TTT = TEKNIS TINGKAT TERAMPIL - 2 1 3 - 9
ATA = ADMINISTRASI TINGKAT AHLI - - 1 - - - 1
ATT - ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL - = 3 4 € - 13
CPNS - CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL - - - - - - -
JUMLAH JABATAN PELAKSANA - 6 24 7 10 - 47
JUMLAH SELURUH PEGAWAI ASN - 6 33 21 41 5 106

Sub Bagian Usum dan Repegawaiasn

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

5. Distribusi Pegawai Berdasarkan Agama Kepercayaan
Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta paling banyak berada di agama Islam sebanyak 96 orang,
yaitu 90,56%. Yang kedua agama Kristen yaitu sebesar 5,66% atau 6 orang. Diikuti dengan Katolik
sebanyak 3 orang dan Hindu sebanyak 1 orang.
Tabel di bawah menunjukkan data per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 36.
Pegawai Berdasarkan Agama Kepercayaan
LAPORAN DATA PEGAWAI - BERDASARKAN AGAMA KEPERCAYAAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

JABATAN PEGAWAI ASN ISLAM KATHOLIK KRISTEN BUDDHA HINDU KONGHUCU  JUMLAH
CODE STRUKTURAL
ES2 - PIMPINAN TINGGI PRATAMA 1 - - - - - 1
ES3 - ADMINISTRATOR & - v - - o 6
Es4 = PENGAWAS 3 1 rid - b i 4
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL 10 & - - - = 11
SUBKELOMPOK
SUBKELP - KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA 3 - - - - - 3
SUBKELF - KETUA SUBKELOMPOK - FUNGSIONAL 5 - - - - - 5
JUMLAH JABATAN SUBKELOMPOK 8 - - - - ol 8
FUNGSIONAL
WIUT - WIDYAISWARA AHLI UTAMA 7 - 2 - - - 9
WIMA - WIDYAISWARA AHLI MADYA 12 - 2 - 1 - 15
WIMU = WIDYAISWARA AHLI MUDA 12 - 1 - - - 13
WIPE = WIDYAISWARA AHLI PERTAMA 3 - - - - - 3
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL 34 - 5 - 1 - 40
PELAKSANA
SATPEL = KETUA SATUAN PELAKSANA & - - - - - &
TTA - TEKNIS TINGKAT AHLI 16 2 - - - - 18
TTT = TEKNIS TINGKAT TERAMPIL - - - - 9
ATA - ADMINISTRASI TINGKAT AHLI 1 - - - - - 1
ATT - ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL 12 - 1 - - - 13
CENS - CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL - - - - - - -
JUMLAH JABATAN PELAKSANA 44 2 1 - - - 47
JUMLAH SELURUH PEGAWAI ASN 96 3 6 = 1 - 106

Sub Bagian Deus dan Kepegawaisn

Badan Pangembangan Sumbar Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
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6. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta paling banyak jenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang
(58,49%) dan Perempuan sebanyak 44 orang atau (41,50%).
Tabel di bawah menunjukkan data per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 37.
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

LAPORAN DATA PECAWAI - BERDASARKAN JENIS KELAMIN
BADAN PENCEMBANCAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DEI JAKARTA
PER 31 DESEMRER 2023

JABATAN FECANAI ASN LAKI-LAKI PFEREMPUAN  JUMLAH
CobE STRUKTURAL
ES2 - PIMPINAN TINGGI PRATAMA 1 = 1
ES3 = ROMINISTRATOR 5 1 6
ESd - PENCAMAS 4 - -
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL 10 1 11
SUBKELOMIOK
SUBKELP = KETUA SUBKELOMPOX - PELAEKSANA r 3
SUBKELF - KETUA SUBKELOMPOK - FUNGSIONAL 1 4 5
JUMLAH JABATAN SUBKELOMPMMOK 2 [ ;]
FUNCS IOMAL
WIUT - WIDYAISWARA AHLI UTAMA g 1 9
NIMA = WIDYAISWARA AELI MADYA 11 4 15
NIMD - WIDYAISWARA AHLI MUDA 5 8 13
WIPFE - WIDYAISWARA AHLI PERTAMA - 3 3
JUMLAH JABATAN FUNCSIONAL 24 16 40
PELAKSANA
SATFEL - KETUA SATUAN FELAKSANA 3 3 6
TTA = TEENIS TINGKAT AHLI 2 9 18
TTT = TEENIS TINGEKAT TERANPIL 4 5 9
ATA = ADMINISTRASI TINCEAT AHLI 1 - 1
ATT = ADMINISTRASI TINCKAT TERAMPIL 9 4 13
CPN3S - CALON PECANAI NECERI SIPIL - - -
JUMLAE JABATAN PELAKSANA 26 21 47
JUMLAH SELURUE PECAMAI ASN 62 44 106

D. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mencapai kinerja, BPSDM Provinsi DKl Jakarta tidak dapat dilepaskan dari segi ang-
garan di Tahun Anggaran 2023, maka ada beberapa yang telah didapatkan efisiensi maupun kualitas
pelaksanaan anggaran seperti yang tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, adapun realisasi ang-
garan pada BPSDM adalah sebagai berikut:
1. Realisasi per Program Terdapat 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terdapat pada

BPSDM
Tabel 38.
Realisasi Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah

Realisasi Efisiensi

1. 17.660.314.630 13.413.245.541 7595% | 4.247.069.089 31,66

Sumber: DPA Perubahan BPSDM Provinsi DKI Jakarta
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Tabel 39.
Realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi Efisiensi

1. 40.623.302.320 | 36.348.935244 89,48% | 4.274.367.076 1,76

Sumber: DPA Perubahan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Tabel 40.
Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi Efisiensi

1. 64.973.174.135 62.066.326162 95,53% | 2.906.847.973 4,68

Sumber: DPA Perubahan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

2. Realisasi per Program Terdapat 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terdapat pada
BPSDM
a. Realisasi pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ‘
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BAB IV.
PENUTUP

A.Kesimpulan

Pencapaian Kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target kinerja tahun 2023 mem-
buktikan dedikasi dan sinergi yang luar biasa. Dalam setiap langkahnya, BPSDM merancang dan melak-
sanakan strategi secara terencana, dimulai dari penyusunan Renstra hingga Rencana Kerja beserta alo-
kasi anggaran tahunan. Sinergi yang mengalir dari pejabat Eselon 3 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
hingga pelaksana yang terlibat dalam tugas melibatkan seluruh jajaran dalam pencapaian kinerja tahun
2023.

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Pertama dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Kedua telah
ditetapkan 1sasaran strategis BPSDM Provinsi DKl Jakarta untuk tahun 2023 yaitu: Peningkatan kompe-
tensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan penggerak partisipasi masyarakat dengan 2
indikator yaitu:

Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM;
Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN

BPSDM Provinsi DKI Jakarta, sebagai garda terdepan pengembangan kompetensi ASN di Provinsi
DKI Jakarta, berupaya maksimal memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Segala langkah dan keber-
hasilan ini tak lepas dari peran aktif semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya. BPSDM Provinsi DKI Jakarta bukan
hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi perubahan positif dalam
lingkup ASN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini menjadi bukti nyata keberhasilan BPSDM
Provinsi DKI Jakarta, di tengah tantangan dan dinamika, BPSDM tetap berhasil mencapai target sasaran
dan indikator kinerja dengan penuh dedikasi. Sebagai sumber informasi kunci, laporan ini tidak hanya
memenuhi kewajiban monitoring dan evaluasi dari Gubernur, tetapi juga menjadi pilar dalam pengam-
bilan keputusan untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta di masa
yang akan datang.
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B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pencapaian yang membanggakan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, tantangan untuk
tetap komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada ASN di Provinsi DKl Jakarta maupun di Kemen-
terian/Lembaga/Daerah se-Indonesia menjadi sebuah panggilan. Dalam rangka menjawab panggilan
tersebut, terdapat beberapa saran dan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan:

1. Menggalakkan Revolusi Teknologi dalam Pendidikan (EdTech):
Melangkah lebih jauh dalam memaksimalkan teknologi dan media sosial, BPSDM dapat memimpin
perubahan melalui pengembangan platform pelatihan daring yang inovatif. Merangkul teknologi sep-
erti aplikasi pelatihan daring dan model pelatihan blended (online dan offline) akan memungkinkan
partisipasi ASN yang terbatas secara geografis. Ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pelatihan,
tetapijuga membantu memasukkan elemen interaktif dan pengalaman belajar yang lebih mendalam.

2. Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi yang Adil:
Reward dan punishment yang diterapkan harus bersifat adil dan proporsional. BPSDM Provinsi DKI Ja-
karta dapat merancang sistem penghargaan yang tidak hanya mencakup pujian formal, tetapi juga in-
sentif-insetif positif seperti kesempatan pengembangan karir atau partisipasi dalam proyek strategis.
Di samping itu, sanksi juga perlu bersifat mendidik dan bersifat korektif untuk memastikan keadilan
dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

3. Evaluasi Pelayanan Secara Holistik:
Evaluasi pelayanan pelatihan tidak hanya sebatas pada aspek teknis, melainkan juga mempertim-
bangkan aspek kepuasan peserta, dampak langsung pada pekerjaan, dan keterlibatan yang diperoleh.
Melakukan survei kepuasan secara berkala, mengadakan forum diskusi, dan melibatkan para peserta
dalam penilaian program akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas pela-
tihan dan membuka peluang untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan menerapkan saran dan rekomendasi ini, BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berkomit-
men untuk meningkatkan pelayanan kepada ASN, tetapi juga menjadi pelopor dalam inovasi pendi-
dikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan tetap membumikan setiap langkah strategis,
BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi ASN Provinsi
DKI Jakarta dan lebih jauh lagi, menginspirasi perkembangan sektor publik di Indonesia.
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Draerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjuinya disebut PIHAK PERTAMA

Mama
Jabatan

: HERU BUDI HARTONO
: Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA,
Pj. Gubernur Daerah Khusus

Kepala Badan Pengembangan Sumber
Ibukota Jakarta,

Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus

_— |bukota Jakarta,
L
O s
HERLU BUDI HARTONO MOCHAMA AHULLOH TAMARY

NIF 157812131897111001
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2. Penghargaan dan Inovasi

0 & texim E"‘" d;-liksgmu

GRAND LAUNCHING
CORE VALUE BER-AKHLAK

- A -

Sukses Jakarta untuk Indonesia
() .
-

auw? % Selamat & Sukses: Sha

% BPSDM &
: Y, PROVINSI DKI JAKARTA #

Atas Penghargaan

Lembaga Pelatihan
~ Pemerintah Berprestasi
Tahun 2023

Terbaik Il Nasional

Dari Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia (LAN RI)
Diserahkan Pada Tanggal, 08 Agustus 2023

dalam rangka Hari Ulang Tahun
Lembaga Administrasi Negara Rl Ke-66

5

Sebagai Salah Satu
Lembaga Pendidikan yang Bekerja Sama dalam Penyelenggaraan
Kegiatan Akselerasi Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pegawai (PKA/PKP)
di Lingkungan Kementrian Hukum dan Haok Asasi Manusio, pada 23 Lembaga
Pendidikan K/L/Prov di Seluruh Indonesia Tahun 2023
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Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that: BADAN PENGEMBANGAMN SUMBER DAYA MANUSLA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 8,
Jalan Abdul Muis Nomor 66
lakarta Pusat
DKI Jakarta
Indonesia 10160

Holds Certificate No: FS 800953
and operates a Quality Management Systern which complies with the requrements of 150 9001: 2015 for the
following scope:
The Provision of Development Competencies of Education, Employee Training and Competency
Certificati

{Pedaksana Pengembangan Kompetensi Perdicikan Pelatihan Pegawai serta Sertifikasi
Kompetensi )

ST

Emmanuel Herve, Managing Directos, ASEAN

For and on behalf of BSI:

Onginal Registration Date: 2023-12-26 Effective Date: 2023-12-26
Latest Revision Date: 2023-12-26 Expiry Date; 2026-12-25
Fage: 1 of 1
v
LASMAN-TN E i e
..making excellence a habit.
Fis certificate was Bsued electronicaly and remalns the: peopeity of B5d and s bound by the conidlbons of confm

#n alecironic certificete can o authenticated grlipg:

Printed copies can be validsted ot waw b=l giobal .comTBentDreciory o felephone 62 21 B0G 49 00 or +G2 21 237 678 06
Further danfications regarding the scope of This certificale and e appicabity of 150 9000 22015 requirerments may b obilained by consulting the cajanEatan
his certificads &= valdd onby if provided onginal copes are in complets =

Indonesis Headquarters: Talavera Ofon Salta Mith Foor, Sufe 201-06 1, 1B Simatupang Koy 22 - 26, Cilandak,
Takeartsy Golatan | Dx] Jakarkn 12430, [ndomesia. Tal- 62 31 2006 7800 ; +62 21 0G4 9600 Fac #62 21 2276 8371
A Mesbey of e B Gioug of Cormpaises,
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This Cerrificate has been awarded o
Wa Do Mat Saill, Wia Cartify!

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUROTA JAKARTA

Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 8, Jalan
Abdul Muis Nomor 66 Jakarta Pusat

In recogmition of the organization’s Management System
which complics with

ISO 37001:2016
(Anti-bribery Management System)

The seopeof actvities coverad by this certificate is defined below

Provision of Development Competencies of Education, Employee
Training and Competency Certification

Certificate Nomber: SIS1TH124A016
Date of [ssue of Original Certificate: 03.01.2024
Date of [ssue of latest certiticate: 03.01.2024
Expiry Date: 02.01.2025

Re-Certification Due on: 08.12,2026

Matiz This is an aee pedited ceptificate issaed I-_!. SIS Cermiloations Pvi. Lid,

74 CERTIFICATE OF REGISTRATION

EEEREDETE D' Cortified Orgarication s meponsible for maintaining the compliance of the relovand standard rues. Any
" significant changes n e scops of the caffcabon or slandard referesd above rendar this certfcals nwalid
5 g pitany
-elitcalon dudy Corporats ofica- SIS Certifications Pyl Lid
WSCEAT Unil e, 514, St Pl Vipul Busireas Park, Secioe-48, Sahna Roead, Guigean-123018, Haryana, India

Imbiranonal Key Locasons: Qatar, Egypt, Raly, KSA, Nigeria & Malsysia,
Email us;- supporitsmcatfications com, Call AWhateapg +91-064 3073351
The status of 1his corlificete can be verifed on “hitps:\'siscarifications. ocom
Wab - wenw Siscertifications.com
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Certificate of

Recognition

Awarded to

We Do Not Sell, We Cerify!

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 8, Jalan
Abdul Muis Nomor 66 Jakarta Pusat

By
SIS Certifications Pvt. Litd.

m recognition of

W?"E — 150 37001:2016

) B -~ 909/
On 3rd January, 2024
This recognition letter is valid only if produced along with the valid ISO 37001:2016 Certificate bearing the Certificate number:- SIS140124A016. The Validity of the

IS0 Certificate can be verified by visiting hitp/fwww.siscertifications.co.in/verify/. The Certificate can be verified by using the above mentioned Certificate Number,

SIS Certifications Pvt. Ltd., Unit No. 514, 5" Floor, Vipul Business Park, Sohna Road, Sector-48, Gurgaon-122018, Haryana, India.
Http://www.siscertifications.co.in
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3. Kegiatan

a. Pada 30 November s.d 1 Desember 2023, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Kegia-
tan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan (Family Development Program) bagi DWP dan
TP PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang berlokasi di Hotel Millennium Jakarta.
Kegiatan ini diawali dengan Penyampaian Sambutan oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary,
S.STP., M.T,, M.Sc,, selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Serta dihadiri oleh lbu Mirdiyanti se-
laku Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Endang Lestari selaku Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta
dan Ibu Suniyati selaku Wakil Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta. Dalam kegiatan ini, para peserta
mendapatkan materi yang sangat bermanfaat dari narasumber yang hebat, yaitu:

1) Peningkatan potensi perempuan dan etika berorganisasi dari Ibu Wien Ritola Tasmaya;
2) Table manner dan Personal Branding dari Bapak Sandra Erawanto;

3) Manajemen stress dari Bapak Edward Andriyanto;

4) Kelas make up dari Ibu Rahmah Sholika dan Ibu Faben Feby Ramdiani.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, terutama dalam
upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan zaman
yang semakin cepat. Dengan meningkatkan kompetensi, para peserta dapat lebih siap dan mam-
pu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era globalisasi

| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
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b. Pada hari Selasa, 30 Mei 2023 Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc. selaku Kepa-
la BPSDM Provinsi DKI Jakarta mewakili Sekda Provinsi DKI Jakarta menutup Pelatihan Dasar
CPNS Golongan lll Angkatan 156-162 dan Golongan Il Angkatan 36-40 di Lingkungan Provinsi DKI
Jakarta yang berjumlah 423 peserta. Selamat kepada para CPNS, Semoga pelatihan yang telah
dijalani dapat menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkarakter, berintegritas dan
berlandaskan pada core values ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksa-
na kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa

c. Pada Selasa 17 Oktober 2023, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pening-
katan Kompetensi Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi peserta Pelatihan Kepemi-
mpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023, yang berlokasi di
bertempat di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diawali dengan laporan
penyelenggaraan oleh lbu Indang Murningsih, S.Pd., M.M,, selaku Kepala Bidang Pengemban-
gan Dasar Manajerial dan Fungsional BPSDM Provinsi DKI Jakarta, dilanjutkan dengan sambutan
oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc., selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI
Jakarta, kemudian pemberian arahan dan pembukaan secara resmi oleh Bapak Drs. Heru Budi
Hartono, M.M,, selaku Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 450 peserta yang
terdiri dari 94 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan 356 orang peserta
Pelatihan Kepemimpinan Pegawas (PKP) Tahun 2023. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini
adalah sebagai berikut:

1) Peran Kepemimpinan TNI dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
dari Bapak Mayor Jenderal TNI Mohamad Hasan, S.H.

2) Peran Kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia dalam menciptakan stabilitas keamanan
dan ketertiban masyarakat dari Bapak Kombes Pol. Nurcholis, S.I.LK,, M.Si.

3) Aparatur Sipil Negara Bersih Narkoba dari Bapak Joko Purnomo, S.E., M.M., M.Si.

Dengan adanya acara ini, diharapkan rekan-rekan ASN dapat memberikan pelayanan yang berkuali-
tas dan akuntabel kepada masyarakat, serta memperkuat implementasi core values ASN BerAKH-
LAK dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional.
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d. Pengarahan Para Pejabat Eselon 3 Di Taman Ismail Marjuki

e

f. Paparan dan Presentasi Rencana Aksi Peserta DUTEP dan Seleksi Pegawai Tugas Belajar
g. Podcast Rabu Belajar




i. Rakornas Kepala BPSDM seluruh Indonesia

Rakornas Kepala BPSDM Rakornas Kepala BPSDM
Seluruh Indonesia Tahun 2023 Seluruh Indonesia Tahun 2023
04 5.d 06 Juni 2023 dl Hotel Borobudwr 04 s.d 06 Juni 2023 di Hotel Borobudur

j. Sinergitas Antara NSW dan Sektor Pendidikan Indonesia

.Yﬁ" Study NSW

Fort o the New St Wk,

Pameran Pendidikan Sydney dan
New South Wales, Australia
Sinergitas antara NSW dan sektor pendidikan Indonesia

F++++
[ o e e

e
R
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I. Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa
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JAKARTA

UNTUK
INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023

JL. ABDUL MUIS NO. 66, GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT




